UNIVERSITASINDONESIA

PENIPUAN TERHADAP SESAMA REKAN NOTARISDAN
PENIPUAN NOTARISTERHADAP KLIENNYA KASUS
PUTUSAN MAJELISPEMERIKSA PUSAT NOTARIS
NOMOR: 14/B/M J.PPN/2009 TANGGAL 29 OKTOBER 2009
DITINJAU DARI PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS

TESIS

FEDELYK DWAY TATAWI, SH.
0806426881

FAKULTASHUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011

Penipuan terhadap...,Fedelyk Dway Tatawi,FHUI,2011


Administrator
Note
Silakan klik bookmarks untuk melihat atau ;link ke hlm


UNIVERSITASINDONESIA

PENIPUAN TERHADAP SESAMA REKAN NOTARIS DAN
PENIPUAN NOTARIS TERHADAP KLIENNYA KASUS
PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS NOMOR:
14/B/MJ.PPN/2009 TANGGAL 29 OKTOBER 2009 DITINJAU
DARI PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar M agister
Kenotariatan

FEDELYK DWAY TATAWI, SH.
0806426881

FAKULTASHUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011

Penipuan terhadap...,Fedelyk Dway Tatawi,FHUI,2011



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesisini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Fedelyk Dway Tatawi, S.H.
NPM : 0806426881

Tanda Tangan 2

Tanggal : 3Juli 2011

Penipuan terhadap...,Fedelyk Dway Tatawi,FHUI,2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesisini digukan oleh :

Nama : Fedelyk Dway Tatawi, S.H.

NPM : 08064268381

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Penipuan Terhadap Sesama Rekan Notaris Dan Penipuan

Notaris Terhadap kliennya Kasus Putusan Majelis
Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 14/B/MJ.PPN/2009
Tanggal 29 Oktober 2009 Ditinjau Dari Pelanggaran Kode
Etik Notaris

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar
Magiger Kenotariatan pada Program Studi Magiser Kenotariatan, Fakultas
Hukum, Universitas|ndonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr.Roesnastiti Prayitno,S.H.,M. A

Penguiji : Chairunnisa S. Selenggang,S.H.,M Kn. Z
Pengujji : Dr.Drs.Widodo Suryandono,S.H.,M.H.
Ditetapkan di : Depok

Tanggal - Juli 2011

Penipuan terhadap...,Fedelyk Dway Tatawi,FHUI,2011



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Y ang Maha Esa, karena atas berkat dan
rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan
dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister

Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Saya menyadari

bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan

sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyel esaikan
tesisi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

(1) 1bu DR. Roesnastiti Prayitno, SH., M.A., selaku dosen pembimbing yang
telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam
penyusunan tesisini;

(2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku dewan penguji pada
sidang tesis saya;

(3) Ibu Chairunnisa S. Selenggang, S.H., M.Kn, selaku dewan penguji pada
sidang tesis saya;

(4) Pihak yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya
perlukan;

(5) Papa Ferdinand Tatawi dan Mama Floortje Wahani, Kakak Yanti Resina
Tatawi yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral,; dan

(6) Sahabat mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
angkatan 2008 yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis
ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat

bagi pengembangan ilmu.

Depok, 3 Juli 2011

Penulis

Penipuan terhadap...,Fedelyk Dway Tatawi,FHUI,2011



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGASAKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagal sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Fedelyk Dway Tatawi, S.H.
NPM : 0806426881

Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Jeniskarya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-
Free Right) atas karyailmiah saya yang berjudul :

Penipuan Terhadap Sesama Rekan Notaris Dan Penipuan Notaris Terhadap
kliennya Kasus Putusan Maelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor:
14/B/MJ.PPN/2009 Tanggal 29 Oktober 2009 Ditinjau Dari Pelanggaran Kode
Etik Notaris.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan,
mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan
nama saya sebagal penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Padatanggal : 3Juli 2011
Y ang menyatakan

( Fedelyk Dway Tatawi, S.H. )

Penipuan terhadap...,Fedelyk Dway Tatawi,FHUI,2011



ABSTRAK

Nama : Fedelyk Dway Tatawi
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penipuan Terhadap Sesama Rekan Notaris Dan Penipuan

Notaris Terhadap kliennya Kasus Putusan Mgelis Pemeriksa
Pusat Notaris Nomor: 14/B/MJ.PPN/2009 Tanggal 29 Oktober
2009 Ditinjau Dari Pelanggaran Kode Etik Notaris

Tesis ini membahas mengenai penipuan yang dilakukan Notaris terhadap
rekannya sesama Notaris dan penipuan yang dilakukan Notaris terhadap kliennya
berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 14/B/MJ.PPN/2009
Tanggal 29 Oktober yang dianalisa mengenai pengenaan sanksinya dari Undang-
Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Kode Etik Notaris |katan Notaris
Indonesia, Hukum Perdata maupun dari Hukum Pidana, sehingga seorang Notaris
dalam menjal ankan profesinya akan menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan
kewgjiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan
bertanggung jawab dan menjaga nama baik seorang Notaris sebagal seorang
pejabat umum dan dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Kata Kunci :
Notaris, Penipuan, Kode Etik
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ABSTRAK

Name . Fedelyk Dway Tatawi
Study Program : Magister of Publik Notary
Judul : Fraud Against Fellow Ngta&And Notary Scams Against His

Client's Based On Center Of Notary Examination Golun
Verdict Number: 14/B/MJ.PPN/2009 On October 29 2009
Viewed On Codes Of Conduct Violations

This thesis discusses about the fraud commited biay against his fellow

Notary and Notary scams his client's based on ceoteNotary Examination

Council Verdict Number: 14/B/MJ.PPN/2009 On OctoB6r2009. Analysed on
sanctions based on the Notary Incumbency Law Nur@berear 2004, Codes of
Conduct of Indonesian Notary Association, Civil Land Criminal Lawso that
Notary in carrying out his profession will mantaime attitude, behaviour and
perform his obligations in accordance with the pssion’s codes of conduct,
honour, dignity and responsibility and maintainthg reputation of Notary as a
public official and in providing sevices to the piab
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan mempunyaierbpa
kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan ekonomi, kebutpk#ms, kebutuhan biologis,
dan kebutuhan pekerjaan. Terpenuhinya kebutuhautliledn tersebut secara
seimbang membahagiakan dan inilah tujuan hidup sianwntuk mencapai
kebahagiaan itu manusia harus mempunyai kemauakestaampuan kerja keras
yang didukung oleh keahlian dan kerja sama dengarugia lain.

Sebagai mahluk sosial, manusia memerlukan hubudgagan manusia
lain. Dalam hubungan tersebut setiap manusia bangegada nilai-nilai dan
norma-norma moral sebagai acuan perilakunya. Nilal- yang kemudian
dijelmakan kedalam norma-norma sosial yang menjadinin setiap perbuatan
bermasyarakat yang disebut hukum kebiasaan.

Dalam hubungan dengan manusia lain itu, manusiaenem apa yang
seharusnya dilakukan (kewajiban) dan memperolehyapg seharusnya didapati
(hak) sesuai dengan hukum kebiasaan. Setiap mamasigpunyai hak-hak yang
diperolehnya sejak lahir (hak asasi) dan hak-haig\diperoleh karena diberikan
oleh undang-undang. Namun karena manusia mempuelamahan seperti
berbuat khilaf, keliru maka tidak mustahil suattikaeterjadi penyimpangan atau
pelanggaran norma-norma sosial yang menimbulkaddeatidak tertib, tidak
stabil yang perlu dipulihkan kembali.

Hukum diperlukan dalam masyarakat merupakan bagaag tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sghimty dalam masyarakat
selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada narkwenh{bi societas ibi ius
Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa tatautmukarus mengacu pada
penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabanusia. Hukum

berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan argpemtingan atau hasrat
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individu yang egoistis dan kepentingan bersama dgkak terjadi konflik.
Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbapgdakuan antara hak
perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, skakild hukum haruslah pasti
dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimananyasti

Untuk mengatur keseimbangan ketertiban dan mereiptkestabilan
diperlukan sarana pendukung, yaitu organisasi nnakg Dalam bidang hukum
organisasi masyarakat itu dapat berupa organisasfegp hukum yang
berpedoman pada kode etik. Dalam bidang kenegapaganisasi masyarakat itu
berupa negara yang berpedoman pada hukum positifurdl positif merupakan
bentuk konkret dari sistem nilai yang hidup dalaasyarakat.

Notaris merupakan suatu lembaga yang menjalankzagsmn dari fungsi
publik dari negara dalam bidang hukum perdata, ksal@akan fungsi publik dari
negara ini, termuat dalam Undang-Undang Jabataarid “Notaris adalah suatu
pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktatkottam kewenangan
lainnya™ .

Notaris sebagai pejabat umum karenanya diberi kemgan oleh negara
secara atributif dan diangkat oleh pemerintah umbeknbuat “Suatu akta otentik
yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yangtlitean oleh undang-undang,
dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umumkuti ditempat dimana
akta dibuatnya® sebagaimana dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undadang
Hukum Perdata.

Kebijakan pemerintah dalam pengaturan jabatan isptaadalah
berdasarkan prinsip bahwa Negara Kesatuan Repligldnesia, sebagai negara
hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Ddsegara Republik
Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk menjamin Kepgs ketertiban, dan
perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dzadikan, guna menunjang

kesejahteraan masyarakat Indonesia.

! Indonesiapyndang-Undang Tentang Jabatan Notati#J No. 30 Tahun 2004. LN
NO.119 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 1 ayat (1).

2 Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibil§jtab Undang-Undang Hukum Perdatzet. 34,
(Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal.475.
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Jasa Notaris terutama dalam proses pembangunann nmag&ningkat
keberadaannya, karena Notaris adalah salah satuuketm hukum masyarakat
untuk menjamin kepastian ketertiban dan perlindarfggkumnya dibutuhkan alat
bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaperistiwva atas perbuatan
hukum sebagai perlindungan dan jaminan demi tencapa kepastian hukum,
Notaris merupakan jabatan khusus yang menjalankafegp dan pelayanan
hukum kepada masyarakat.

Jabatan yang dijalankan Notaris adalah suatu jabetpercayaan yang
diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, okmienk jabatan Notaris
merupakan jabatan kepercayaan maka seorang Nbéatis mempunyai perilaku
yang baik. Mengingat peranan dan kewenangan Natangat penting bagi lalu
lintas kehidupan masyarakat, maka perilaku dan yagam Notaris dalam
menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap gh@myunaan yang dapat
merugikan masyarakat.

Adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undandepercayaan
dari masyarakat yang memerlukan pelayanan daririnotalah yang menjadi
dasar tugas dan fungsi notaris dalam lalu lintdsitmu Sebagai konsekuensi dari
kepercayaan yang begitu besar yang diberikan kephdgan notaris, maka harus
pula disertai dengan pengawasan terhadap orang-gaarg memangku jabatan
kepercayaan tersebut. Hal ini bertujuan agar twgasg-orang yang memangku
jabatan kepercayaan selalu sesuai dengan kaidahrhdin kaidah moral yang
mendasari kewenangannya, agar dapat terhindar gemyalahgunaan
kewenangan dan kepercayaan yang diamanatkan ke@adan

Demikian halnya dengan profesi, baik suatu profgang disertai
pemberian kekuasaan-kekuasaan istimewa kepadanysumauatu profesi yang
kepadanya diberikan kepercayaan, yang semuanyandényangkut diri atau
kepentingan perorangan maupun masyarakat umum, d&epa diletakan
tanggungjawab yang berat, baik berdasarkan hukuapumamoral dan etika.

Dalam rangka menjamin ditaatinya kaidah hukum maugaidah moral
oleh notaris harus ada lembaga yang menjalankagsifypengawasan terhadap
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kinerja notaris, baik terhadap pelaksanaan jabai@npun perilaku notaris sehari-
hari, hal ini dikarenakan Notaris merupakan jab&epercayaan dan terhormat.

Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta-aktg gdnuat oleh atau
dihadapan notaris harus menjadi alat bukti yang lajabila terjadi sengketa
hukum dipengadilan.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannyashatap berpegang
teguh pada peraturan perundang-undangan yang bedak kode etik notaris
yang telah ditetapkan oleh organisasi, hal ini demiicapainya jaminan
perlindungan hukum dan kepastian hukum baik bagiasyarakat maupun
terhadap notaris itu sendiri. Dengan demikian peagan terhadap notaris tidak
hanya ditujukan kepada pentaatan terhadap peraperamdang-undangan tetapi
meliputi juga pentaatan terhadap kode etik notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidakup hanya
memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandaanggung jawab dan
penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etiddakarena itu Notaris harus
dapat menjalankan jabatannya secara profesionaledi&asi tinggi serta selalu
menjunjung tinggi harkat dan martabatnya denganjungmg tinggi kode etik
Notaris.

“Etika berasal dari bahasa Yunani kuethhosdalam bentuk tunggal yang
berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak ybaid. Bentuk jamak ini
terbentuklah istilah Etika yang oleh filsuf Yunahiistoteles (384-322 BC) sudah
dipakai untuk menunjukkan filsafat mordBerdasarkan asal-usul kata ini, maka
Etika berarti ilmu tentang adat kebiasaan.

Etika merupakan bagian dari filsafat, yang benmlingan sesuatu yang
terdapat dalam jasmani dan rohani manusia, dan akepcfalsafah teoritis
normatif maupun empiris sosiologis (kehidupan gef@i manusia).
Sebagaimana dimaklumi, bahwa norma-norma yangagikan dalam masyarakat
tidak terlepas dari etika. Istilah etika menghulkarg penggunaan akal budi
perseorangan dengan tujuan untuk menentukan kelversaau kesalahan dan

% Abdulkadir Muhammad, S.HetikaProfesi Hukumcet. 3, (Bandung : PT.Citra Aditya
Bakti, 2006), hal.13.
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tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Etiparldkan karena jiwa raga
yang dipunyai atau dimiliki oleh manusia itu di @&l hidup, kehidupan dan
penghidupan dalam suatu kelompok masyarakat pddukaserasian (harmonis)
antara sesama kelompok dimaksud.

Kode Etik dalam arti materil adalah norma atau fpeaa yang praktis
baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etilexkaitan dengan sikap serta
pengambilan putusan hal-hal fundamental dari mlka standar perilaku orang
yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan gsofya yang secara mandiri
dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organmafesi.

Kode etik menurut KANTER adalah ibarat kompas yamenunjukkan
arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamitu moral profesi itu di
mata masyarakat. Kode etik adalah kristalisasi dakihal yang biasanya sudah
dianggap baik menurut pendapat umum serta didasastas pertimbangan
kepentingan profesi yang bersangkutan. Kode etdap#asarnya dimaksudkan
untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Agdumhgsi dengan baik, kode
etik harus menjadi has#elf-regulation(pengaturan diri) dari profesi. Dengan
kode etik, organisasi profesi akan menetapkan hatas putih yang niatnya untuk
mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakik

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwataN® sebagai
pengemban profesi adalah orang yang memiliki kaahtian keilmuan dalam
bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi keantunasyarakat yang
memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.ar&egribadi Notaris
bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yangkidibeya.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral ydiigntukan oleh
perkumpulan lkatan Notaris Indonesia berdasarkanpukssan Kongres
Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatusndgberaturan perundang-
undangan yang mengatur tentang hal itu dan yarigkoeserta wajib ditaati oleh
setiap dan semua anggota perkumpulan dan semug yaag menjalankan tugas

dan jabatan sebagai Notaris.

* E.Y Kanter Etika Profesi Hukum - Sebuah Pendekatan Sosio iRgliglakarta: Storia
Grafika, 2001), hal 67-69.
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Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 28ng Jabatan
Notaris menyatakan bahwa “Organisasi Notaris m@hketa dan menegakkan
Kode Etik Notaris™ Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengetetktuan
Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar lkatan Notari®radia yang menyatakan:
“Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabdbatgg notaris,
Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang dgk#a oleh Kongres dan
merupakan kaidah moral yang wajib ditaati olehageéinggota Perkumpulan”.

Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadapabartmanusia pada
umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dedigami pelayanan yang
berintikan “penghormatan terhadap martabat manymsida umumnya dan
martabat Notaris pada khususnya”, maka pengemhzedPiNotaris mempunyai
ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengapamrih; rasionalitas dalam
arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitagdional serta solidaritas antar
sesama rekan seprofesi.

Kode Etik Notaris meliputi :

Etika kepribadian notaris;
Etika melakukan tugas dan jabatan;
Etika pelayanan terhadap klien;

Etika hubungan sesama notaris;

o o R .

Etika pengawasan terhadap notaris.

Didalam etika hubungan sesama rekan Notaris, dikablbahwa sebagai
sesama pejabat umum, Notaris :

a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;

b) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesakan rBlotaris,

baik moral maupun materil,

c) Harus saling menjaga dan membela kehormatan daa baik korp

notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap gotoenolong secara

konstruktif’

® Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, ophtin, 44.
® Abdulkadir, op.cit., hal. 89.
" Ibid., hal. 92.
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Berbeda dengan kenyataan tersebut ternyata dalaichuan sehari — hari
seorang notaris hanyalah merupakan manusia biasg jidak luput dari
kesalahan baik yang disengaja maupun karena laigiai

Kondisi Notaris saat ini benar—benar memprihatinkaanyak terjadi
kesalahan yang dilakukan oleh notaris baik secabagi maupun ketika dalam
menjalankan jabatannya, banyak yang tidak mematentang Peraturan Jabatan
Notaris. Meskipun terkadang Notaris memahami peaatuetapi Notaris tidak
paham apa itu sebenarnya, sehingga dalam menjalatkgasnya sering
melakukan pelanggaran. Banyak Notaris yang terkietia perkara yang sampai
dipanggil pihak kepolisian.

Jumlah Notaris di Indonesia sudah sangat banyakaijpgan yang sangat
kompetitif tak terhindarkan, tiap Notaris dituntdrus jeli melihat peluang yang
ada. Sering timbul masalah dimana seorang Notagtakukan pelanggaran
terhadap Notaris lainnya.

Pada penulisan ini dibahas dua kasus mengenaiyznyang dilakukan
oleh notaris, pertama kasus penipuan notaris taphawbtaris, kedua kasus
penipuan notaris terhadap klien.

Dalam kasus notaris menipu notaris dalam penulisadilakukan oleh
seorang Notaris yang berkedudukan di Medan dengsiali Hj. Rahanum datang
menemui Firdhonal yang juga berprofesi sebagai idoth Jakarta. Notaris Hj.
Rahanum tersebut meminta tolong kepada Notaris héirald agar mau
mencarikan dana sebesar Rp 150 juta untuk kepamtindgjennya. Menurut
keterangan notaris Hj. Rahanum tersebut, uang herseigunakan untuk
mencairkan dana klien notaris Hj. Rahanum yangtert di kedutaan Pranéis.
Pencairan dana tersebut (yang konon jumlahnya saegar) membutuhkan uang
tebusan, agar pihak kedutaan berkenan mencairkentdesebut.

Dengan segala bujuk rayu ditambah dengan iminggniiahwa setelah
pencairan dana tersebut berhasil, Notaris Firdhoteth Notaris Hj. Rahanum
dijanjikan akan mendapdée sebesar Rp. 550 juta dikurangi jumlah pinjaman
yang akan dibagi berdua dengan Notaris Hj. RahanAkhirnya Notaris

8 Majalah Renvoi, Nomor 9.57.V (Jakarta: MALTA, 2Q0Bal.26
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Firdhonal percaya dan kemudian mereka bersama dekijan Notaris H;.
Rahanum bertemu di sebuah hotel di bilangan Jakdrituk lebih memastikan
hal tersebut Notaris Firdhonal menanyakan lagi &ugarkara kepada Kklien
Notaris Hj. Rahanum tersebut dan klien tersebut begimawaban yang sama
seperti yang diterangkan Notaris Hj. Rahanum. Nasetelah ditunggu-tunggu
apa yang dijanjikan tak kunjung terjadi NotarisdRional pun menemui Notaris
Hj. Rahanum di Medan. Notaris Hj. Rahanum selaluupgya menghindari
bertemu dengan Notaris Firdhonal yang sudah menundikantornya.
Menariknya lagi di kantor tersebut Notaris Firdhomeenemui dua orang yang
memiliki nasib yang sama dengannya. Merekapun fdidang” oleh Notaris Hj.
Rahanum. Notaris Firdhonal pun melakukan upaya imukiengan melaporkan
Notaris Hj. Rahanum ke Departemen Hukum dan HalsiAdanusia.

Kasus penipuan Notaris Hj. Sri Dewi terhadap kiyang terdapat dalam
Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggalORfbber 2009 nomor:
14/B/Mj.PPN/2009. Kedua kasus itu menarik untukldit

1.2 Pokok Permasalahan
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang tdiahgkapkan
sebelumnya, dapat ditarik beberapa pokok permamalgding akan dibahas dalam
penulisan tesis ini, yaitu:
1. Bagaimanakah peranan Kode Etik Notaris dalam hsalikgenipuan
terhadap sesama rekan Notaris?
2. Bagaimanakah peranan Kode Etik Notaris dalam halikgenipuan
Notaris terhadap klien kasus Putusan Majelis Péseenpusat tanggal
29 Oktober 2009 nomor: 14/B/Mj.PPN/2009?
3. Bagaimanakah pengenaan sanksi kepada kedua Nbiaris

1.3 Metode Pendlitian
Dalam suatu penulisan karya ilmiah diperlukan suagtode penulisan
juridis normatif. Penggunaan metode tersebut dinn@#kan agar penelitian dapat

diuji kebenarannya. “Penelitian merupakan suatargaryang dipergunakan oleh
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manusia untuk memperkuat, membina serta mengemaarighu pengetahuah”
termasuk dalam ilmu hukum, dikarenakan “penelitid@®@rtujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, megisidlan konsister® yang
didasarkan pada analisa.

Berdasarkan penulisan ini, data yang diperoleh saérdari penelitian
kepustakaanliprary researcl). Penelitian ini menggunakan berbagai sumber
pustaka, baik buku, peraturan perundang-undangsdikelakoran, majalah
maupun artikel dari internet. Kegiatan dalam metquenelitian ini yaitu
mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melaldi slokumen dan data
primer yang dperlukan dari wawancara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian idiput bahan hukum
primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primengydigunakan adalah
peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undan@®Ndahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris Ikatan Notamslonesia, Bahan hukum
sekunder yang digunakan adalah buku, artikel ilmitdsis, hasil laporan
penelitian, makalah dan sebagainya. Sementaraalarb hukum tersier yang
digunakan adalah kamus hukum, ensiklopedia hukumatiatrak serta data dari
hasil wawancara.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitism dilihat dari
sifatnya adalah penelitian deskriptif analisis yaimemberikan gambaran
mengenai pengaturan tentapgnipuan yang dilakukan Notaris terhadap sesama
rekan Notaris dan penipuan Notaris terhadap klialard hubungan dengan
pelanggaran Kode Etik Notaris. Kemudian dianalisscara kualitatif dan

diberikan solusi atas permaalahan yang timbul.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam tulisan ini adalahiteddhri 3 (tiga) bab,

dimana masing-masing babnya akan terbagi menjdmirbpa sub-sub bab yang

® Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukuroet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1986), hal. 3.

9 Sperjono Soekanto dan Sri Mamudenelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat) cet. 8, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 20@4),1h
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berkaitan satu dengan lainnya. Sistematika pemuldgai ketiga bab tersebut
adalah sebagai berikut :

Bab kesatu atau bab pendahuluan, berisi latar ée¢pgermasalahan yang
akan diteliti beserta dengan alasan-alasan yang akangungkapkan latar
belakang dari pengambilan judul penelitian ini.a8elitu dalam bab kesatu juga
dibahas pokok permasalahan yang akan diteliti yaegupakan fokus utama
dalam penelitian ini dan juga akan membatasi pgkekmasalahan yang akan
diambil. Hal lain yang akan dibahas dalam bab peatatau pendahuluan adalah
metode penelitian yang akan penulis pergunakannmdatngka penelitian ini
dimana penulis akan mempergunakan metode penekipustakaan dengan
menggunakan data sekunder yang berasal dari pmmaperundang-undangan,
buku-buku, artikel dan tulisan-tulisan lain yangnuekung penelitian ini, dan
data yang diperoleh dari wawancara yang merupakiatab bagian penutup dari
bab kesatu atau bab pendahuluan ini adalah siskemgenulisan yang
mempermudah penulis dalam meneliti dan orang laimgyakan membaca hasil
penelitian ini.

Bab kedua atau merupakan bab pembahasan yang rkemnupanjabaran
dari teori-teori hukum yang memiliki hubungan demgpenelitian seperti
pengertian, asas, konsep-konsep dan peraturan tedaly ada yang mengatur
mengenai masalah-masalah penipuan yang dilakukanisNgang berkaitan
dengan pelanggaran Kode Etik Notaris serta mpaarelitian dan pada akhirnya
akan dapat diungkapkan analisa mengenai permasajahg diteliti.

Bab ketiga atau bab penutup merupakan akhir ddwirude rangkaian
penelitian yang telah telah dilakukan penulis barlgsimpulan dari seluruh
penelitian, dimana akan diuraikan secara singkat wggang merupakan hasil
analisa terhadap permasalahan tersebut. Setelaroldip kesimpulan, maka
penulis mencoba memberikan beberapa saran mengemaiasalahan yang

diteliti yang mungkin bermanfaat bagi perkembanigade Etik Notaris.
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BAB 2

PENIPUAN TERHADAP SESAMA REKAN NOTARISDITINJAU DARI
PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS

2.1 Sgarah Notaris
2.1.1 Sgjarah Profesi Notaris

Menurut sejarahnya ada dua macam Notaris yaiturl$oGivil Law dan
Notaris Common Law. Notaris Civil Law yaitu lembadtariat berasal dari
ltalia utara dan juga dianut oleh Indon€ia.

Ciri-cirinya ialah:

1. Diangkat oleh penguasa yang berwenang;

2. tujuan melayani kepentingan masyarakat umum;

3. mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.
Notaris Common Law yaitu Notaris yang ada di nediaggris dan Skandinavia.
Ciri-cirinya ialah:

1. Akta tidak dalam bentuk tertentu;

2. Tidak diangkat oleh pejabat penguasa.

Sekitar abad ke 5, Notaris dianggap sebagai pejstzetta. Di Italia utara
sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke dikerfal Latijnse Notariat,
yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, derigjuan melayani
kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkaorarium atas jasanya
oleh masyarakat umufi. Latijnse notariat ini murni berasal dari Italiaath,
bukan sebagai pengaruh hukum romawi kuno. Padan tdB88, terbitlah buku
Formularium Tabellionumoleh IMERIUS, pendiri sekolah Bologna, dalam
rangka peringatan 8 abad sekolah hukum Bolognauiiturut seratus tahun
kemudian ditebitkan Summa Artis Notariae oleh RANRRIE dari Perugia,
kemudian pada abad ke 13 buku dengan judul yanca sditerbitkan oleh
ROLANDINUS PASSEGERI. RONALDINUS PASSEGERI kemudignga

1 Notaris, http:// id.wikipedia.org/wiki/Notaris, diunduh Z9ktober 2010
12G.H.S. Lumban TobingPeraturan Jabatan Notarj{Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 4
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menerbitkarFlos TamentorumBuku-buku tersebut menjelaskan definisi Notaris,
fungsi, kewenangan dan kewajiban-kewajibannya.
Istilah Notaris pada zaman Italia Utara:

1. Notarii: pejabat istana melakukan pekerjaan adnnati§

2. Tabeliones: sekelompok orang yang melakukan pekeralis menulis,
mereka diangkat tidak sebagai pemerintah/kekaisai@m diatur oleh
undang-undang tersebut;

3. Tabularii: pegawai negeri, ditugaskan untuk menaeih pembukuan
keuangan kota dan diberi kewenangan untuk membktatKatiganya
belum membentuk sebuah bentuk akta otentik,

4. Notaris: pejabat yang membuat akta otefitik.

KAREL DE GROTE mengadakan perubahan-perubahan daldmam peradilan
Notaris, dia membagi Notaris menjadi:

1. Notarii untuk konselor raja datanselarijpaus;

2. Tabelio danclericus untuk gereja induk dan pejabat-pejabat agama yang
kedudukannya lebih rendah dari paus.

Pada abad ke 14, profesi Notaris mengalami kemanddikarenakan
penjualan jabatan Notaris oleh penguasa demi uengne ketidaksiapan Notaris
dadakan tersebut mengakibatkan kerugian kepadaamssy banyak. Sementara
itu, kebutuhan atas profesi Notaris telah sampaPeliancis. Pada abad ke 13,
terbitlah bukuLes Trois Notaire®leh Papon. Pada 6 oktober 1791, pertama kali
diundangkan undang-undang di bidang notariat, yeargya mengenal 1 macam
Notaris. Pada tanggal 16 maret 1803 diganti dend@mtosewetyang
memperkenalkan pelembagaan Notaris yang bertujieaanb@rikan jaminan yang
lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Paoad aitu penjajahan
pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indsiae Secara bersamaan pula,
Belanda mengadaptagentosewetlari Perancis dan menamainyatariswetdan
sesuai dengan asas konkordasi, undang-undang g fperlaku di Hindia

Belanda/ Indonesia.

13 Cassandra Stephani2efinisi Notaris http://www.id.wikipedia.org/wiki/Notaris.htm
diakses tanggal 12 April 2010, him 2.
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2.1.2 Sgarah NotarisDi Indonesia

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaa VIl dengan
keberadaaiereenigde Oost Ind. CompagrfOC)"* di Indonesia. Pada tanggal
27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, Sekretaris @oilege van Schepenet
Jacatra, diangkat sebagai Notaris pertama di Irelan&€ugas Melchior Kerchem
sebagai Notaris, yaitu melayani dan melakukan sesouat libel §maadschriit
surat wasiat di bawah tanganodlicil), persiapan penerangan, akta perjanjian
perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiastément dan akta-akta lainnya
dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja.

Selanjutnya berturut turut diangkat beberapa Netdainnya, yang
kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timug d@innya. Pada tanggal 26
Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement gajfanjutnya dikenal sebagai
Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuansa dibilang adalah
kopian dariNotariswetyang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan Notardiri
dari 66 pasal. Peraturan jabatan Notaris ini mds#laku sampai dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20ti4rtg Jabatan Notaris.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agus@4b, lterjadi
kekosongan pejabat Notaris dikarenakan mereka ntemtuk pulang ke negeri
Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintanyelenggarakan kursus-
kursus bagi warga negara Indonesia yang memilikgpkaman di bidang hukum
(biasanya wakil Notaris). Jadi walaupun tidak bedgkat sarjana hukum saat itu,
mereka mengisi kekosongan pejabat Notaris di Insiane

Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kumsdspenden di
Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursusamat dengan menempel di
fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan progsardi spesialis notariat,
sebuah program yang mengajarkan keterampilan (m&erjanjian, kontrak
dil) yang memberikan gelar CN — candidate Notasisic Notaris pada
lulusannya.

Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah Peraturan PéaheNomor 60
yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notBeaaturan Pemerintah ini

4 G.H.S. Lumban Tobingp. Cit, him. 15.
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mengubah program studi spesialis Notaris menjadignam magister yang
bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kamatan (MKn).

Yang menghendaki profesi Notaris di Indonesia ddalasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Sukta atentik ialah suatu
akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undangangdyang dibuat oleh atau
dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untdkempat dimana akta
dibuatnya.” Sebagai pelaksanaan pasal tersebutdaigkanlah Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sepaggganti Statbald 1860
Nomor 30).

2.1.3 Peraturan-peraturan Yang Berlaku Di Indonesia Tentang Jabatan

Notaris

Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan daratgab Sekretaris
College van Schepenegaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Nsta
pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanyaitedri 10 (sepuluh) Pasal,
antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merakasi segala sesuatu yang
dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerab&iaman-salinan dari akta-
akta kepada orang-orang yang tidak berkepentimj@anggal 7 Maret 1822 (Stb.
No. 11) dikeluarkarinsctructie voor de Notarissen Residerende in Nadds
Indie. Pasal 1 Instruksi tersebut mengatur batas-batgsstdan wewenang dari
seorang Notaris, serta menegaskan bahwa Notatisghsruntuk membuat akta-
akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk makarekepadanya kekuatan
dan pengesahan, menetapkan, dan memastikan tayggalenyimpan asli atau
minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian fjugaberikan salinannya

yang sah dan bendt.

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang patuk membuat
peraturan-peraturan yang baru mengenai JabatarridNatia Nederlands Indie
untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mangaatan Notaris yang

berlaku di Belanda. Sebagai penggdnstructie voorde Notarissen Residerende

* R. Soegondo Notodisoerjpjukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasaet. 2,
(Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 23.
8 G.H.S. Lumban Tobingp. cit., hal. 20.
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in Nederlands Indiekemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkeglement op Het
Notaris Ambt in Nederlands Ind{&tbl. 1860: 3).

Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, kebmmaddotaris di
Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Rasaturan Peralihan (AP)
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, vyaitu: “Segala foea; perundang-
undangan yang ada masih tetap berlaku selama bdladakan yang baru
menurut Undang-undang dasar ini.” Dengan dasar RasR tersebutReglement
op Het Notaris Arnbt in Nederlands Ind{&tbl. 1860: 3) tetap diberlakukan.
Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notdakukan oleh Menteri
Kehakiman (sekarang Menkumham), berdasarkan Pamtaemerintah Tahun
1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang hgaa Pekerjan, Susunan,

Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman

Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Insien@engeluarkan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang WakiaNetan Wakil Notaris
Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang terselenggaskan bahwa dalam
hal Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat m@riu seorang yang
diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notam@sg ditunjuk dengan
kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebbagai Wakil Notaris (Pasal 1
huruf ¢ dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tah®4)1Eelanjutnya dalam,
Pasal 2 ayat (2) disebutkan, sambil menunggu ketetdari Menteri Kehakiman,
Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorangkusgmentara diwajibkan
menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris. Mereka g yatitunjuk dengan
kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebelbagai Wakil Notaris
Sementara (Pasal 1 huruf d Undang-Undang NomorB8i 1954).

Pada tahun 2004 diundangkan Undang-Undang NomofaB@n 2004
Tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN padayahiigOktober 2004. Pasal
91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak betbiu
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1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indones{8tb 1860:3)
sebagaimana telah diubah terakhir dalam LembaragafdeTahun
1945 Nomor 101;

2. Ordonantiel6 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang WakilaN®tdan
Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun N&#or 101,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);

4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentamgbBhan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Ranadmum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noidw,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@it®)}4 dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentamgp&/Janiji

Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUJN, bahwa UU&xupakan
pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyetlalam satu undang-
undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sghim@pat tercipta suatu
unifikasi hukum yang berlaku untuk semua pendudugeturuh wilayah negara
Republik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupagatu-satunya undang-
undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indondsia,berdasarkan Pasal 92
UUJN, dinyatakan UUJN tersebut berlaku mulai tahggaktober 2004.

2.2 Pengertian, Tugas dan Wewenang, Kewajiban serta Larangan Notaris

2.21 Pengertian Notaris
Dalam Bab | tentang ketentuan umum, Pasal 1 angk&aJUUN
menyebutkan:
“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang unt@inbuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagai mana dirda#lalam undang-
undang ini.”
Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan baNeris itu adalah

pejabat umumapenbare ambtenagria bukan pegawai menurut undang-undang
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atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Bk trdenerima gaji, bukan
bezoldigd staatsamptetapi menerima honorarium sebagai penghargaeanjada
yang telah diberikan kepada masyarakat.
Notaris adalah pejabat umum sebagaimana yang didattalam Pasal
1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:
“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalamtik yang ditentukan
oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadaparwaegeegawai umum
yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta diiyaat
Pengertian tentang Notaris yang tercantum dalam NJWidak jauh
berbeda dengan Pasal 1 Peraturan Jabatan Noti#lis10: 3), yaitu:
“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya dieamg untuk
membuat akta otentik mengenai suatu perbuatarargen dan penetapan
yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau ofehg
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalaatusakta otentik,
menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya rdamberikan
grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepapgmyguatan akta itu
oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskaun diteecualikan kepada
pejabat atau orang laift®

Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat damhdiiiikan oleh
pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban umtekayani publik dalam
hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakaatu kekuasaan yang
bersumber pada kewibawaan dari pemeriftdbalam jabatannya tersimpul suatu
sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatmtan lainnya dalam

masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Nedamabekerja untuk
pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidakgn perdata, walaupun

Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang meaegagi dari Negara.

" Komar Andasasmitdyotaris |, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), him. 37.
8 G.H.S. Lumban Tobing, op. cit., hal. 31.
* Ibid., him. 31.
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Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah daléimbidang pelayanan
pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebakkpada Notaris, yang
melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalamgrilingkup tugas dan

kewenangan Notaris.

Pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugdang
pemerintahan yang didasarkan pada asas membe@kamenjamin adanya rasa
kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam bidangntertéugas itu oleh undang-
undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaleé$, karenanya masyarakat
juga harus percaya bahwa akta Notaris yang dikenbitersebut memberikan

kepastian hukum baginya.

Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan olehtdte(Pasal 2 UUJN).
Dalam Pasal 3 UUJN disebutkan bahwa syarat-syaratk udiangkat menjadi
Notaris adalah:

“a. warga Negara Indonesia;

b. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang sthagéekenotariatan;

KD T, 0

telah menjalani magang atau nyata-nyata telah Jsekeebagai
karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulartubut-turut
pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau sgkemendasi
Organisasi Notaris setelah lulus strata dua keiabéar, dan

g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabaandegdvokat, atau
tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undadgng

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”

2.2.2 Tugasdan Wewenang Notaris
Pasal 1 Angka 1 UUJN selain menguraikan pengeniangenai Notaris,

juga menyebutkan kewenangan Notaris, yaitu sebag@gbat umum yang
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berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenaltgianya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 UUJN, antara lain sebasygdub:

"1. Membuat akta otentik mengenai semua perbugt@nanjian, dan
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundadgngan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingérk dinyatakan
dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal patan akta,
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan danpdwtiakta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itk judgm ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau oraimgykng ditetapkan
oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula:

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepaatiggat
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buksuis;

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan rftanda
dalam buku khusus;

c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tanfgarupa
salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengant sura
aslinya;

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan paTbu
akta;

f. Membuat akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan sebagaimana di maksud pada Bydaf Ayat

(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatlalam

peraturan perundang-undangan ini.”

Kewenangan lain sebagaimana yang disebutkan Pasaydt (3) adalah
semua kewenangan yang diatur dalam peraturan pETgAghdangan yang
mengatur mengenai kewenangan Notaris. Misalnya kamgan membuat akta

pendirian perseroan terbatas yang diatur dalaml Fasamdang-Undang Nomor
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40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, atauidepeantum dalam Pasal
11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentderubahan Atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasangenai kewenangan

untuk membuat akta pendirian yayasan.

Pasal 1 angka 7 UUJN menguraikan definisi dari Aldtaris sebagai akta
otentik yang dibuat oleh/di hadapan Notaris menberituk dan tata cara yang
ditetapkan dalam UUJN. Pengertian tersebut memhamaekuensi bagi setiap
Notaris dalam pembuatan akta agar memperhatikaenketn-ketentuan dalam
UUJN. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, suatuaikntik ialah suatu akta
yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh ugdarang, dibuat oleh atau
di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa utntuk tempat dimana
akta dibuatnya. Pengertian tersebut sekaligus rakawmpsyarat-syarat suatu akta

dapat disebut sebagai akta yang otentik.

Merujuk kepada pengertian Notaris dalam Pasal gkarv UUJN dan
syarat suatu akta otentik berdasarkan Pasal 1888 Réfdata, maka ketentuan-
ketentuan dalam UUJN harus dilaksanakan oleh Not&engertian pembuatan
akta “di hadapan” Notaris menunjukkan akta tersefibuiat atas permintaan
seseorang sedangkan akta yang dibuat “oleh” Notesi®na adanya suatu
kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagairgmta(tacara rapat, protes,
wesel)?° Syarat lainnya adalah menyangkut kewenangan Notariuk maksud
dan di tempat akta tersebut dibuat. Berwendmydeggl artinya menyangkut
jabatan dan jenis akta yang dibuatnya, hari dagg@npembuatan akta, dan
tempat akta dibudt,

UUJN telah memberikan perluasan kewenangan kepadaris sebagai
pejabat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasalya6(2) huruf f UUJN.
Kewenangan tersebut adalah kewenangan membuayak¢pberkaitan dengan

pertanahan.

% Tan Thong KieBuku | studi NotarigtSerba-serbi Praktek NotarigJakarta: Ichtiar
Baru Van Hoeve, 2000), him. 155.
 bid., him. 155.

Penipuan terhadap...,Fedelyk Dway Tatawi,FHUYRO/ersitas Indonesia



21

Kewenangan tersebut, walaupun masih terjadi petdab harus
dilaksanakan secara konsekuen sebagaimana ditegasida UUJN. Menurut
Hamid Awaludin yang pernah menjabat sebagai Menkumhsemua instansi
pemerintah dan institusi lainnya yang berada diayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepadeurhudan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk harutukudan patuh kepada

semua materi UUJR?

Kewenangan baru lainnya bagi Notaris adalah metdida risalah lelang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) lguufJIN, yang sebelum
UUJN merupakan kewenangan juru lelang pada BadasddrUtang Piutang Dan
Lelang Negara (BPUPLN) berdasarkan Undang-undangad¥o49 Prp Tahun
1960. Pemberian kewenangan membuat akta risalamglekepada Notaris
membawa konsekuensi harus disertai dengan penamba@mampuan dalam
melaksanakan tugas tersebut.

2.2.3 Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selbgridan wewenang,
diharuskan juga taat kepada kewajiban yang didem JUIJN dan Kode Etik
Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangaangan dalam

menjalankan jabatannya tersebut.

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notar@npunyai
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baikddsarkan peraturan
perundang-undangan yang khusus mengatur mengenarigyoyaitu UUJN
maupun peraturan perundang-undangan lainnya, ngss&lndang-undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepenting&®filpiwWewenang dari
Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepeatinpublik bukan untuk

22 Hamid Awaludin,”Semua Institusi Pemerintah Harus Tunduk Pada Pd$aP.f.”,
Kongres XIX I.N.l, Renvoi Nomor9.33.1ll (Februari 2006), hal. 7.

Penipuan terhadap...,Fedelyk Dway Tatawi,FHUYRO/ersitas Indonesia



22

kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena iewkjiban-kewajiban Notaris

adalah kewajiban jabataarqbtsplich}.

Menurut UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notamempunyai

kewajiban yang diatur dalam Pasal 16, yaitu :

a.

bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak besgih dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan imgku

membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimparsebagai
bagian dari Protokol Notaris;

mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Katipakta
berdasarkan Minuta Akta;

memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan daladang-
Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yargjrdiawdan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta iseRrgan
sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang mekantlain;

menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulanjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dd@ jjumlah akta
tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersefypatddijilid menjadi
lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah MinutaaAlbulan, dan
tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

membuat daftar dari akta protes terhadap tidakydibatau tidak
diterimanya surat berharga,

membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiatirateurutan
waktu pembuatan akta setiap bulan;

mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalamaf h atau
daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Ddfasat Wasiat
Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya didpiklenotariatan
dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama petlan

berikutnya;
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mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftasiat pada
setiap akhir bulan;

mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negapubRe
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dikafis nama,
jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

membacakan akta di hadapan penghadap dengan diblatlirpaling
sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani sada itu juga oleh

penghadap, saksi, dan Notaris;

m. menerima magang calon Notaris.”

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud hurdfdek berlaku,

dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuginati. Pengecualian

terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dithgdada huruf | tidak

wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agéa &klak dibacakan karena

penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, damahamni isinya, dengan

ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam ppnaita serta pada setiap

halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, salsi, Notaris. Jika ketentuan
tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan keterfagal 16 ayat (8) UUJN, akta
yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pernabuse¢tbagai akta di bawah

tangan.

Kewajiban-kewajiban Notaris disertai pula dengamargan-larangan bagi

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimanetdkan dalam Pasal 17
UUJN sebagai berikut:

a.
b.

=~ ® 2 o

menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tyjdtari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang sabh;

merangkap sebagai pegawai negeri;

merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

merangkap jabatan sebagai advokat;

merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawaanBatsaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badaahh Swasta,
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g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat AktahTdnduar
wilayah jabatan Notaris;

h. menjadi Notaris pengganti; atau

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengaman agama,
kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempendegbbrmatan dan
martabat jabatan Notaris.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk memjdm@pentingan
masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selargutagangan dalam ketentuan
Pasal 17 huruf a UUJN dimaksudkan untuk memberagign hukum kepada
masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya pgesaitidak sehat antar
Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah samyauplalam mencegah
persaingan tersebut, Notaris hendaknya memperhatkeientuan mengenai
honorarium yang merupakan hak Notaris atas jasarhukang diberikan sesuai
dengan kewenangannya (Pasal 36 UUJN) dengan ticakumgut biaya yang
terlampau murah dibanding rekan-rekan Notaris nmamun dengan tetap
melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasa hukuondang kenotariatan
secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampagaeiana dinyatakan
dalam Pasal 37 UUJN.

Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah jabatanridpfasal 18 UUJN
menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat keduddkalaerah kabupaten
atau kota, dan mempunyai wilayah jabatan meligeltirsh wilayah propinsi dari
tempat kedudukannya. Selanjutnya Pasal 19 AyatJ(3JN menyatakan, bahwa
Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaituteinpat kedudukannya.
Notaris tidak berwenang secara teratur menjalanjedratan diluar tempat
kedudukannya. (Pasal 19 Ayat (2) UUJN. Dengan hamgmpunyai satu kantor,
Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakitan/atau bentuk lainnya,
sehingga akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsandkkantor Notaris kecuali

perbuatan akta-akta tertentu, misalnya Akta RisRliapat.
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Selain sebagaimana diatur dalam ketentuan PasaJUJN, mengenai
larangan bagi Notaris juga diatur dalam Pasal 18ukesan Menteri Kehakiman
dan HAM Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kanean (selanjutnya
disebut Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 20R8}aris dilarang :

a. membuka kantor cabang atau mengkaytor lebih dari satu;

b. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapanudahkan martabat

jabatan Notaris;

c. meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hleecuali ada izin dari

Pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti.

d. mengadakan promosi yang menyangkut jabatan iNotelalui media

cetak maupun media elektronik;

e. membacakan dan menandatangani akta di luarakil&grja Notaris

yang bersangkutan:

f.  menyimpan protokol setelah Notaris yang bersatagk diberhentikan

oleh Menteri;

g. merangkap jabatan sebagai ketua atau anggotmdgntinggi negara

tanpa mengambil cuti jabatan.

h. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pedsdain usaha milik

negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta;

I. merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akadh i luar wilayah

kerja Notaris.

j.  menolak calon Notaris magang di kantornya.

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 86 UUJN, PaataUndang-Undang ini

mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkdeagan jabatan Notaris tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belurantidperdasarkan Undang-
Undang ini. Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 200erupakan salah

satu peraturan pelaksanaan yang dimaksud, salatyaad sudah diganti adalah
mengenai larangan meninggalkan daerah kerja lehii ttga hari, sekarang

berdasarkan Pasal 17 UUJN, adalah 7 (tujuh) hga berturut-turut tanpa alasan
yang sah meninggalkan wilayah jabatan.
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2.3 Pekerjaan dan Profesi, Kriteria Profes, Nilai Moral Profesi, Organisasi

Profesi.

2.3.1 Pekerjaan Dan Profesi

Bekerja merupakan kodrat manusia, sebagai kewajdzar. Manusia
dikatakan mempunyai martabat apabila dia mampurfzekeras. Dengan bekerja
manusia dapat memperoleh hak dan memiliki segatayang diinginkannya.
Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikir yangntegrasi. Pekerjaan dapat
dibedakan menurut :

a) Kemampuan, yaitu fisik dan intelektual;

b) Kelangsungan, yaitu sementara dan tetap (terusmmene

c) Lingkup, yaitu umum dan khusus (spesialisasi);

d) Tujuan, memperoleh pendapatan dan tanpa pendaijatan.

Dengan demikian, pekerjaan dapat diklasifkasikanjauk tiga jenis, yaitu:

a) Pekerjaan dalam arti umum, vyaitu pekerjaan apa saag
mengutamakan kemampuan fisik, baik sementara &tap tlengan
tujuan mempeoleh pendapatan (upah);

b) Pekerjaan dalam arti tertentu, yaitu pekerjaan yarepgutamakan
kemampuan fisik atau intelektual, baik sementaea detap dengan
tujuan pengabdian;

c) Pekerjaan dalam arti khusus, vyaitu pekerjaan bidaegentu,
mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, fa¢rstap, dengan
tujuan memperoleh pendapatédn.

2.3.2 Kriteria Profes

Dari tiga jenis pekerjaan tersebut, profesi adakkerjaan yang tercantum

pada butir (c), dengan kriteria sebagai berikut :

a) Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);

b) Berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus;

23 Abdulkadir, op.cit., hal. 57.
?bid., hal. 58.
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c) Bersifat tetap atau terus menerus;

d) Lebih mendahulukan pelayanan dai pada imbalan guaten);

e) Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan ma&wdra

f) Terkelompok dalam suatu organisasi.

Berdasarkan kriteria tersebut, profesi dapat dirskan sebagai pekerjaan
tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusausg ydilakukan secara
bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh perghasPekerja yang

menjalankan profesinya tersebut disebut profesional

2.3.3 Nilai Moral Profesi

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengamipa. Nilai moral
merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendashugban luhur. FRANZ
MAGIS SUSENO mengemukakan tiga nilai moral yangiahtit dari pengemban
profesi, yaitu :

a) Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi.

b) Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama afemkan

profesi.

c) ldealisme sebagai perwujudan misi organisasi profes

Atas dasar ini setiap profsional dituntut untuktinelak sesuai dengan
cita-cita dan tuntutan profesi, serta memiliki hilmoral yang kuat. Dalam
melakukan tugas profesi, profesional harus berkiralayektif, artinya bebas dari
rasa malu, sentimen, benci, sikap malas dan eruggindalk’®

2.3.4 Organisasi Profesi

Para profesional terkelompok dalam satu organigasfesi menurut
bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasaitder menyatakan, kelompok
profesi merupakan masyarakat mofadoral comunity)yang memiliki cita-cita
dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memilikekuasaan sendiri dan
tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompokngmpunyai acuan yang
disebut kode etik profesi.

% bid., hal. 61.
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Contoh organisasi profesi antara lain adalah :

a) lkatan Advokat Indonesia (Ikadin);

b) lkatan Notaris Indonesia (INI);

c) lkatan Dokter Indonesia (IDI);

d) lkatan Hakim Indonesia (lkahi)

e) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

f) Ikatan Penerbit Indonesia (lkapi).

Pengakuan terhadap organisasi profesi didasarkda piégai moral yang

tercermin pada keahlian dan ketrampilan anggotdegroyang bersangkutan
bukan karena ketentuan hukum posttif.

24 Arti dan Fungs Kode Etik Profesi, Kode Etik Profes dan Hukum
Positif, Upaya Untuk Mematuhi Kode Etik Profesi.

2.4.1 Arti Kode Etik Profesi.

Bertens (1995) menyatakan, kode etik profesi méwpanorma yang
ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yarengarahkan atau memberi
petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnyauabedan sekaligus
menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarak&pabila satu anggota
kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kodienga, maka kelompok
profesi itu akan tercemar di mata masyarakat, &blena itu kelompok profesi
harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaanrdia.$én

Kode etik profesi merupakan produk etika teraparerka dihasilkan
berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suafespriode etik profesi dapat
berubah dan diubah seiring dengan perkembangan peuogetahuan dan
teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tiddlan ketinggalan zaman.
Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan disfgsi yang besangkutan, dan
ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tiddipaksakan dari luar. Kode etik

profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai olelta-cita dan nilai-nilai yang

28 1bid., hal. 66.
27 bid., hal. 77.
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hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kodik @rofesi merupakan rumusan
norma moral manusia yang mengemban profesi ituekatk profesi merupakan
tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kedi& profesi merupakan
upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi tamgd®

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulisya@rsusun secara teratur,

rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang salkngga menarik perhatian
dan menyenangkan pembacanya. Semua yang tergawidlah gerilaku yang
baik-baik. Tetapi dibalik semua itu terdapat kelbarasebagai berikut:

a) ldealisme yang terkandung dalam kode etik profedakt sejalan
dengan fakta yang terjadi disekitar para profesjsehingga harapan
sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggedara profesional
untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikeadisthe kode
etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari jgagan tulisan
berbingkai.

b) Kode etik profesi merupakan himpunan norma moraigydidak
dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlak@aseynata-mata
berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kelamang memberi
peluang kepada profesional yang lemah iman untukbuiae

menyimpang dari kode etik profesinya.

2.4.2 Fungs Kode Etik Profes

Sumaryono (1995) mengemukakan tiga alasan mengaga étik perlu
dirumuskan secara tertulis, yaitu:

a) Sebagai sarana kontrol sosial;

b) Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;

c) Sebagai pencegah kesalahpahaman dan kdhflik.

Kode etik profesi merupkana kriteria prinsip prodesl yang telah
digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pastajiban profesional anggota

lama, baru, ataupun calon anggota kelompok prof@sngan demikian dapat

28 bid., hal. 77.
29 1bid., hal. 78.
%0 bid., hal. 78.
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dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan aaat sesama anggota
kelompok profesi, atau antara anggota kelompokgsiafan masyarakat. Anggota
kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat koeda kontrol melalui
rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelongokesi telah memenuhi
kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etifepi**

Kode etik profesi telah menentukan standarisasiakban profesional
anggota kelompok profesi. Dengan demikian, peranirdtau masyarakat tidak
perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagainsefarusnya anggota
kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesioraal Hubungan antara
pengemban profesi dan masyarakat, misalnya antargapara dan klien,antara
dosen dan mahasiswa, antara dokter dan pasien pieldik diatur secara detalil
dengan undang-undang oleh pemerintah, atau olejamzkst karena kelompok
profesi telah menetapkan secara tertulis norma @atakan tertentu berupa kode
etik profesi*?

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma [arigang sudah
dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentlaya lebih efektif lagi
apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedamikbaiknya, sehingga
memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode tofesi merupakan
kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurahdapat umum karena
berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yaexgabgkutan. Dengan
demikian, kode etik dapat mencegah kesalahpahdarakonflik, dan sebaliknya
berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesileketik profesi yang baik
adalah yang mencerminkan nilai moral anggota ketknprofesi sendiri dan

pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bgksean >3

2.4.3 Kode Etik Profesi dan Hukum Positif.
Pengertian etika salah satu diantaranya adalalyaekampulan asas atau
nilai moral, dan ini ada dua bentuknya, yaitu t&stdan tidak tertulis. Apabila

diberi bentuk tertulis maka kumpulan asas atau milaral itu disebut kode etik.

31 bid., hal. 79.
32 bid., hal. 79.
3 bid., hal. 79.
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Karena berkenaan dengan profesi, maka kode etitiseebut kode etik profesi.
Dengan demikian, kode etik profesi bidang hukumeldigs kode etik profesi
hukum, misalnya Kode Etik Advokat, Kode Etik NogarKode Etik Hakim, Kode
Etik Jaksa, Kode Etik Akademik Doséh.

Kode Etik profesi merupakan bagian dari hukum gosgrtulis tetapi
tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan latitteprofesi semata-mata
berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, leerloeshgan keberlakuan
undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekaljahe sanksi yang keras.
Jika orang tidak patuh kepada undang-undang, den akkenai sanksi oleh
negara. Karena tidak mempunyai sanksi keras, meleaggar kode etik profesi
tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Malalemerasa seperti tidak apa-

apa dan tidak berdosa kepada sesama mafiusia.

244 Upaya Untuk Mematuhi Kode Etik Profesi.

Kode etik adalah bagian dari hukum positif, tetigéak memiliki upaya
pemaksa yang keras seperti pada hukum positif partgraf undang-undang. Hal
ini merupakan kelemahan kode etik profesi bagi gsioinal yang lemah iman.
Untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya altématig dapat ditempuh ialah
memasukkan upaya pemaksa yang keras kedalam kigedafesi>®

Alternatif memasukkan upaya pemaksa yang kerasl&ed&ode etik
dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

1. Klausula penundukkan pada undang-undang

Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegassi sgakg
diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikianpjadie
pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kie¢aat, jika terjadi
pelanggaran berarti warga yang bersangkutan berskkinai sanksi
yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya&gsan sanksi

undang-undang ini lalu diproyeksikan kepada rumukade etik

3 bid., hal. 81.
% bid., hal. 81.
% bid., hal. 85.
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profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang adeep
pelanggarnya.
Dalam rumusan kode etik profesi dicantumkan ketamtu

“pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi seseagdn ketentuan
undang-undang yang berlaku”. Ini berarti, jika pegigar kode etik
profesi itu merugikan klien atau pencari keadilamaka dia dapat
dikenai sanksi undang-undang, yaitu pembayarani geerugian,
pembayaran denda, pencabutan hak tertentu, atangplthdan. Untuk
itu harus ditempuh saluran hukum yang berlaku bahyaag
berwenang membebani sanksi itu adalah pengadilengdh kata lain
pelanggar kode etik profesi dapat diajukan kemuiagpdilan untuk
mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Legalisas Kode Etik Profesi
Kode etik profesi adalah semacam perjanjian berssanaia anggota
bahwa mereka berjanji untuk memenuhi kode etik yeah dibuat
bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyajaiEabila terjadi
pelanggaran, kewajiban mana cukup diselesaikan dbewan
Kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diskiesaoleh
pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua gsiofyang
bersangkutan mengajukan permohonan kepada KetugadiEm
Negeri setempat agar kode etik itu disahkan derakda penetapan
pengadilan yang berisi perintah penghukuman kegatlap anggota
untuk memenuhi kode etik itu. Jadi, kekuatan berlden mengikat
kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dilalah hakim.
Apabila ada yang melanggar kode etik maka dengaat @erintah,

pengadilan memaksakan pemulihan®ftu.

37 bid., hal. 86.
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2.5 Organisas Profesi Notaris|katan NotarisIndonesia

Pengertian organisasi Notaris secara implisit teialnmuskan pada Pasal
1 angka 5 UUJN vyaitu: “Organisasi Notaris adalabaarsasi profesi jabatan
Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbad&arhui
Dari pengertian di atas dapat diuraikan bahwa asgan Notaris merupakan
organisasi profesi karena organisasi Notaris dideatas dasar kesamaan profesi
jabatan.

Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut IMbalah organisasi
Notaris tertua di Indonesia, berdiri semenjak tahgdy Juli 1908 (menurut
anggaran dasar ex Penetapan Menteri Kehakiman d@bh@gdesember 1958
nomor J. A. 5/117/6) dengan namade® nederlansch-indisce notarieele
vereeniging” Setelah Indonesia merdeka, para notaris Indoryesig tergabung
dalam perkumpulan gaya lama tersebut, dengan diwalkih ketuanya yaitu
Notaris Eliza Pondaag, telah mengajukan permohdmgada Pemerintah c.q
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan sueateytanggal 17 Nopember
1958 untuk mengubah Anggaran Dasar perkumpulardén,dengan Penetapan
Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 nomoib/1B7/6, perubahan
Anggaran Dasar perkumpulan tersebut dinyatakan g#dn sejak hari
pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Repunddnesia tanggal 6
Maret 1959 nomor 19, namalé nederlansch-indische notarieele vereeniging”
diubah menjadi “Ikatan Notaris Indonesia”, berkeskah di Jakarta®

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia tersebntAfeggaran Rumah
Tangga lkatan Notaris Indonesia sampai dengan &egatelah mengalami
beberapa kali perubahan. Anggaran Dasar yang teralalah Anggaran Dasar
Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasatdn Notaris Indonesia di
Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 sedangkark ukiggaran Rumah
Tangga lkatan Notaris Indonesia yang terakhir ddA&laggaran Rumah Tangga
Ikatan Notaris Indonesia hasil rapat pleno pengpusat yang diperluas lkatan

Notaris Indonesia di Medan, pada tanggal 29 Mabéi2

% Komar Andasasmitd\otaris Selayang Pandan@Bandung: ALUMNI, 1983), hal.3.
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Ikatan Notaris Indonesia diakui sebagai badan muKrechtspersoon
pertama kali berdasarkdouverment Besluu{Penetapan Pemerintah) tanggal 5
September 1908 nomor 9, dan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 519%omor
C2.1022.HT.01.06 tahun 1995 yang telah diumumkalandaBerita Negara
Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 nomor 28ibahan no 1/8-1995.

Persetujuan pengesahan perkumpulan INI sebaginbhukum yang
diberikan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Dempa&n Hukum dan Hak
Asasi Manusia), karena INI telah memenuhi krites@ébagai organisasi profesi
jabatan Notaris. Kemudian INI mempunyai anggotagyaeliputi 90% (sembilan
puluh persen) lebih dari jumlah Notaris yang adseldiruh Indonesia; INI juga
mempunyai struktur kepengurusan di tingkat pusagkat Propinsi maupun
tingkat Kabupaten atau Kotamadya di seluruh Indenasau setidak-tidaknya
pada sebagian besar wilayah Republik Indonesia.

Disamping itu INI secara berkala mengadakan pelatipelatihan untuk
meningkatkan kualitas kemampuan anggotanya. Peagalaisebut diatas lebih
dikukuhkan lagi dengan adanya Surat Edaran MeKeiakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia nomor C.T.W.01.10.02)¢=h 29 Juni 2002 bahwa
tentang surat rekomendasi untuk pindah wilayahak®ptaris dan hasil ujian
Kode Etik Notaris hanya dari organisasi INI, jugandan dikeluarkannya Surat
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusepuRlik Indonesia
nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarisakgmudian
diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris Ber&turan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PR.08.10 tahun42@htang tata cara
pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, sustganisasi, tata kerja, dan
tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris ufpakan peraturan
pelaksanaan ketentuan Pasal 81 UUJN).

Struktur organisasi INI berdasarkan Pasal 10 Argggdasar INI yang
terbaru tersebut di atas, terdiri dari rapat angdberupa kongres dan koferensi

wilayah dan daerah), pengurus (yang terdiri dangpeus pusat, wilayah dan

¥ Ibid., hal. 3.
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daerah), dan Dewan Kehormatan (terdiri dari dewamokmatan pusat, wilayah
dan daerah). Dalam menjalankan tugas dan tanggamgbj organisasi, maka
jajaran organisasi INI tersebut yaitu pengurus pudd ( PP-INI), majelis
kehormatan pusat (MKP) yang berkedudukan di iba,kb® pengurus daerah dan
majelis kehormatan daerah (MKD) yang berkedudukafrdpinsi, serta 134
pengurus cabang yang berkedudukan di Kabupatenfitalga, selalu
menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya.

INI mempunyai tujuan berdasarkan Pasal 7 Anggd&asar INI yang
terbaru tersebut diatas, yaitu : menjunjung tinggjpenaran dan keadilan serta
mengupayakan terwujudnya kepastian hukum; memajdieanmengembangkan
iImu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetaltiadaim bidang notariat
pada khususnya; menjaga keluhuran martabat semangkatkan mutu Notaris
selaku pejabat umum dalam rangka pengabdiannyaatan Yang Maha Esa,
bangsa dan Negara ; memupuk dan mempererat hubsighturahmi dan rasa
persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara saegg@a untuk menunjukkan

persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segeygypanyd

2.6 Pengawasan Terhadap Notaris

2.6.1 Pengawasan Oleh M gjelis Pengawas Notaris

Sifat pekerjaan profesi jabatan Notaris sebagaahaj umum yang
melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintaham datlang hukum publik
memiliki karakteristik tersendiri dan dapat menirdam “resiko tinggi” jika
prinsip kehati-hatian tiie utmost goodfaith principle dan kepercayaan
(trustworthy yang diberikan oleh masyarakat kepada Notaraktailindungi dan
diawasi secara berkala dan kéfauytamanya dalam membuat akta otentik yang
dijadikan sebagai bukti adanya suatu hak dan kbamajbagi para pihak yang
menghendaki perbuatan hukum tersebut dituangkasl&adakta otentik.

“% |katan Notaris Indonesi@nggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Koz
Luar Biasa INI Bandung?7 Januari 2005, ps. 7.
*! Tien Norman Lubispp cit him 3 - 4
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Sejalan dengan UUJN, pemerintah berkewajiban untugélakukan
pembinaan dan pengawasan secara berkala dan g&etarderhadap pekerjaan
profesi jabatan Notaris agar masyarakat tidak kamf? Untuk memudahkan
pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah makasprafieatan Notaris
berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris rdegjaatu keharusan dan
kebutuhan yang realistfs.

Pengawasan Notaris dimaksudkan oleh pembentuk grdahang
merupakan lembaga pembinaan agar para Notaris dalmalankan jabatannya
dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya depeasyarakat dan
bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan-persyardgd@am menjalankan
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan pegiuddangan yang berlaku,
demi pengamanan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pengawasan Notaris diatur dalam Pasal 67 s/d BdsalUJN, yang
intinya Pengawasan dilakukan oleh Menteri dan datetaksanakan pengawasan
tersebut Menteri Membentuk Majelis Pengawas, Majdengawas Notaris
dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat putsagkat propinsi dan tingkat
kabupaten/kota, Majelis Pengawas tersebut berjuraldgbembilan) orang pada
setiap tingkatan, terdiri atas unsur pemerintalaisgdk 3 (tiga) orang, organisasi
Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan Ahli/akadesesianyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yangnpomeyai
kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pewsgawdan pembinaan
terhadap Notaris. Pengawasan atas Notaris yarkuida oleh Majelis Pengawas
meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris damgpwasan terhadap
pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadaksqm@aan tugas jabatan
Notaris dengan ukuran yang pasti pada UUJN dengaksua agar semua
ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanan tugasajabdbtaris dipatuhi oleh
Notaris, dan jika terjadi pelanggaran, maka MajBksngawas dapat menjatuhkan

sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.

“2|bid. hal. 4.,

“bid., hal. 4.

4 Wiratni Ahmadi, Kode Etik Notaris Makalah yang disampaikan pada Kegiatan
Pembekalan Ujian Kode Etik INI di Bandung, padagtal 9 Mei 2008 him 11
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Sehingga bagi masyarakat yang dirugikan oleh Notasebagai akibat dari
pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan maupun pedang/ang berkaitan
dengan perilaku Notaris, dapat mengadukan kepadaliM®engawas di tempat
Notaris yang bersangkutan bertempat kedudukan.

Pengawasan terhadap Notaris disamping untuk mengéan
kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakévatdeh Notaris yang tidak
bertangungjawab, pengawasan juga bertujuan untukagee citra dan wibawa
lembaga notariat, serta untuk menjaga nama bai&n@gsi profesi Notaris dari
penilaian yang generalisir sebagai akibat dari Kteda "oknum” Notaris yang
tidak bertanggungjawab tersebut.

Dalam UUJN, tidak memberikan definisi mengenai [@evagsan,
pengertian pengawasan dapat ditemukan dalam katerfasal 1 angka (8)
Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : M-01.63:01 Tahun 2003
tentang Kenotarisan, yang berbunyi :

"Pengawasan adalah kegiatan administratif yangifaensreventif dan represif
oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar pitaris dalam menjalankan
jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-uardang

Pengawasan baik preventif maupun represif dipenusagi pelaksanaan
tugas Notaris sebagai pejabat umum. Pengawasaenpifedilakukan oleh negara
sebagai pemberi wewenang yang dilimpahkan padansispemerintah (Menteri
Hukum dan HAM). Pengawasan represif dilakukan o@tganisasi Profesi
Notaris dengan acuan Kode Etik Notaris dan UUJNn@é®mai pengertian dari
Pengawasan dapat dijumpai pula dalam pasal 1 a(@k#eraturan Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR1@B Tahun 2004
tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, PembexheAimggota, Susunan
Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaajeligl Pengawas Notaris,
yang berbunyi :

"Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat prevetdif kuratif termasuk
kegiataan pembinaan yang dilakukan oleh MajeliggBenas terhadap Notaris”
Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut 3adéiga) tugas yang

dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu :
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pengawasan preventif
pengawasan kuratif
pembinaan

Majelis Pengawas di tingkat Kabupaten/Kota yanglalis dengan Majelis

Pengawas Daerah (MPD), merupakan ujung tombak aveagpn Notaris di

daerah, yang mempunyai tugas dan wewenang untuganasi dan melakukan

pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan ajabgtiga memberi

persetujuan terhadap pengambilan minuta dan pemangdlotaris dalam

pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang diymdiardasarkan ketentuan

pasal 66 UUJN, serta kewenangan-kewenangan laiyarya dimiliki oleh MPD

sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN, MPD bemngena

a.

menyelenggarakan sidang untuk. memeriksa adanyaadugelanggaran
Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaarngabgotaris;
melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notadaraeberkala 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yaagghap perlu;
memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengann@u@e) bulan;
menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatanNotaris yang
bersangkutan;

menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yzada saat serah
terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua pulunha) tahun atau
lebih;

menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pentgeggementara
Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat meegebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

menerima laporan dari masyarakat mengenai adanyaadupelanggaran
Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan ddlatang-Undang ini;
dan

membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dichpksla huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, danrliug kepada Majelis
Pengawas Wilayah.
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Sedangkan untuk Majelis Pengawas Wilayah (MPW), mamai
wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 73 UUJMY BEtwenang :

a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan meng&eyutusan
atas laporan masyarakat yang disampaikan melalyeliglaPengawas
Wilayah;

b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemexéks atas laporan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

C. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan samip(satu) tahun;

d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis PeisgBaerah yang
menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;

e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertuli

f.  mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris keptgelis Pengawas

Pusat berupa:

1). pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai deGganam) bulan;
atau
2). pemberhentian dengan tidak hormat.

g. membuat berita acara atas setiap keputusan peapganksi sebagaimana

dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkdaududi Ibukota
Negara, MPP mempunyai wewenang sebagaimana dialamdyasal 77 UUJN,
MPP berwenang :

a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengdmputusan

dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sankspdaolakan cuti;

b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemexdes sebagaimana

dimaksud pada huruf a;

c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhergiagad tidak hormat

kepada Menteri.

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai gruangkup
kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memerdganya dugaan

pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggarankpat@man jabatan Notaris

Penipuan terhadap...,Fedelyk Dway Tatawi,FHUYRO/ersitas Indonesia



40

(Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dd®abal 77 huruf a dan b UUJN).
Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa MBgtigawas Notaris berwenang
melakukan sidang untuk memeriksa :
a. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris;
b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jaatans;
C. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan sugabatannya sebagai
Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhkgagiaan tugas jabatan
Notaris.
2.6.2 Pengawasan Oleh Dewan K ehor matan Notaris
Selain Majelis Pengawas yang berwenang melakukanggveasan
terhadap perilaku dan kinerja Notaris atau disglbga dengan pengawasan
eksternal, Organisasi Profesi Notaris-pun dalamirialkatan Notaris Indonesia
(INI) sebagai Organisasi Notaris yang berbentukkymmpulan yang berbadan
hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pembirgeampengawasan, yang
dilakukan oleh alat perlengkapan Organisasi yaiawén Kehormatan Notaris
(DKN), yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat @Kuntuk tingkat
pusat/nasional, Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) krttogkat propinsi, dan
Dewan Kehormatan Daerah (DKD) untuk tingkat kabepétota. Pengawasan
yang dilakukan oleh DKN bersifat internal.
Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar INil HK@ngres Luar
Biasa INI di Bandung tanggal 27 Januari 2005, dasaP1 angka (8) Kode Etik
Notaris INI, Hasil Kongres Luar Biasa INI di Bandu2005 tanggal 27 Januari
2005, DKN adalah alat perlengkapan Perkumpulan geebsuatu badan atau
lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihaké@amd&erkumpulan yang
bertugas untuk®®
a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, peinéenanggota
dalam menjunjung tinggi kode etik;
b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaanggelam ketentuan
kode etik yang bersifat internal atau yang tidaknpenyai kaitan dengan

kepentingan masyarakat secara langsung;

> Kode Etik Notaris INlop. Cit., Pasal 1 angka (8) dan Pasal 12 ayat (3).

Penipuan terhadap...,Fedelyk Dway Tatawi,FHUYRO/ersitas Indonesia



41

C. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pasgatas dugaan
pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Berdasarkan tugas yang diemban oleh DKN terhadapdiaeri
kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas peleargterhadap Kode Etik
dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesugail kewenangan masing-
masing.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakdkagan cara sebagai
berikut : Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daé&edhn Notaris Indonesia dan
DKD; Pada tingkat banding oleh Pengurus WilayahakaNotaris Indonesia dan
DKW; Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusatalkadflotaris Indonesia dan
DKP.

2.6.3 Sanksi Terhadap Pelangaran Y ang dilakukan Notaris
2.6.3.1 Sanks Menurut Undang-undang Jabatan Notaris

Mengenai Ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalasaP84 dan Pasal
85. Pasal 84 UUJN mengatur mengenai sanksi pesidangkan dalam pasal 85
UUJN mengatur mengenai sanksi administratif atalksgabatan.

Pasal 84 UUJN menentukan ada 2 (dua) jenis sankslafa, jika Notaris

melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-padahtu dan juga sanksi

yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasallgamya, yaitu :

a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktiamgabakta dibawah
tangan;

b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum

Akibat dari akta Notaris yang hanya mempunyai ké&kuakekuatan
sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal telkum, dapat menjadi
alasan bagi pihak yang menderita kerugian untukumiem penggantian biaya,
ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini dicanammisecara tegas
dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang menkabuytika dilanggar oleh
Notaris, sehingga akta Notaris mempunyai kekuatambuktian sebagai akta
dibawah tangan, yaitu :
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melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf luysitak membacakan

akta di hadapan penghadap dengan dihadiri olemgakedikit 2 (dua)

orang saksi dan ditandatangani pada saat itu jleja penghadap, saksi
dan Notaris.

melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayaydB), jika Notaris pada

akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa parahgpadap

menghendaki agar akta tidak dibacakan karena pdaghanembaca
sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta.

melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kePasal 39 dan

Pasal 40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan

Pasal 39 bahwa :

a). penghadap paling sedikit berumur 18 tahun ataih telenikah dan
cakap melakukan perbuatan hukum.

b). Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau dipelk@m&epadanya
oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumungaledikit 18
tahun atau telah menikah dan cakap melakukan parbakum atau
diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacaledn Ndtaris dengan

dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi palgeglikit berumur 18 tahun

atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukengerti bahasa
yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkala teamgan dan

paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinam latéoungan darah

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpaatigrambatasan derajat
dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiggadeNotaris atau

para pihak.

melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akiiak wtiri sendiri,

istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubuongakeluargaan

dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hgdwularah dalam
garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atastpembatasan derajat,
serta dalam garis kesamping sampai dengan derdjgbk serta menjadi
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pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedtatiuataupun dengan

perantaraan kuasa.

Ketentuan-ketentuan ini jika dilanggar akta Notamiempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta dibawah tangan disebutkagath tegas dalam pasal-
pasal tertentu dalam UUJN yang bersangkutan sabagaitersebut di atas, maka
dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yatak tdisebutkan dengan tegas
akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebal@ di bawah tangan,
maka selain itu termasuk kedalam akta Notaris yegl demi hukum, yait(f®
a. melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalanh Basgat (1) huruf

I, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan memgian ke Daftar Pusat

Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pedasetiap bulan

(termasuk memberitahukan bilamana nihil).

b. melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalanh F&asgat (1) huruf
k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuatbng Negara
Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarihiyuliskan nama,
jabatan, dan tempat kedudukannya.

C. melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhirtaddh disebutkan atau
dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan ddtadibacakan untuk
akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia laghasa lainnya yang
digunakan dalam akta, memakai penterjemah resmnjelpsan,
penandatanganan akta di hadapan penghadap, Nd&arigenterjemah
resmi.

d. melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak membergaraf atau tidak
memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadegp dsen Notaris, atas
pengubahan atau penambahan berupa penulisan tipdihyisipan,
pencoretan, atau penghapusan dan menggantinyardgagg lain dengan
cara penambahan, penggantian atau pencoretan.

e. melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyabutitas perubahan
akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi uanfoerubahan yang dibuat
pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan mdouggian yang

“® Habib Adijie,op cit, him. 97-98.
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diubah atau dengan menyisipkan lembar tambaharub&ean yang

dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mebgan perubahan

tersebut batal.

f. melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakuk&mcoretan,
pemarafan dan atas perubahan berupa pencoretarhiyaif atau angka,
hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehinggg téapat dibaca sesuai
dengan yang tercantum semula, dan jumlah kataf,hatau angka yang
dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak meakan pada akhir akta
mengenai jumlah perubahan, pencoretan dan penambaha

g. melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetukesalahan tulis
dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada MiAkta yang telah
ditandatangani, juga tidak membuat berita acardamgn pembetulan
tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pemabetersebut kepada
pihak yang tersebut dalam akta.

Pasal 85 UUJN mengatur mengenai pelanggaran pasal-galam UUJN
yang dapat mengakibatkan dikenainya sanksi admatifsbagi Notaris berupa
sanksi teguran lisan atau teguran tertulis, pendmdidn sementara,
pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentiaradeipk hormat. Pasal-
pasal yang dimaksud adalah Pasal 7, Pasal 16 Byauf(uf (a) sampai dengan
huruf (k), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27. PasaP&82al 37, Pasal 54, Pasal 58,
Pasal 59 dan Pasal 63 UUJN. Dalam Pasal 85 UUX¢het, menempatkan
teguran lisan pada urutan pertama pemberian sanksupakan suatu peringatan
kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jikaktidgpenuhi ditindaklanjuti
dengan sanksi Teguran Tertulis, jika sanksi separtiidak dipatuhi juga oleh
Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi saydng berikutnya secara
berjenjang, yaitu berupa pemberhentian dengan howmteu pemberhentian
dengan tidak hormat sebagai Notaris.
2.6.3.2 Sanksi Menurut Kode Etik Notaris

Mengenai ketentuan sanksi dalam Kode Etik Nota¢ESN) diatur dalam
Pasal 6 KEN, adapun sanksi yang dapat dikenakdmadap Notaris yang

melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
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Teguran;
Peringatan;
Schorsingjpemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan

Onzetting(pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;

® 2 0 T oW

Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggé&tagqumpulan.
Penjatuhan sanksi-sanksi tersebut di atas terndd&is yang melanggar
Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kugtigdanggaran yang dilakukan
oleh Notaris tersebut. Dalam rangka melaksankangaeasan, Dewan
Kehormatan dalam setiap tingkatannya dapat melakugameriksaan dan
penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Eti&rido

Pemeriksaan dan penentuan sanksi pada tingkatzed#akukan apabila
ada anggota yang diduga dan terbukti melakukamggétaan terhadap Kode Etik,
baik dugaan tersebut berasal dan pengetahuan DKDirsemaupun karena
laporan dan pengurus daerah ataupun pihak lairdkep&D.

Pemeriksaan dan penentuan sanksi pada tingkatrizpbdrkenaan dengan
pemeriksaan atas permohonan banding terhadap pubi€2 yang menjatuhkan
sanksi pemecatan sementara atau pemecatan darggkéaan organisasi.
Sedangkan pemeriksaan dan penentuan sanksi pagattierakhir berkenaan
dengan pemeriksaan atas permohonan atau peng&bearatan atas putusan pada
pemeriksaan tingkat banding berupa pemecatan seraeatau pemecatan dari
keanggotaan organisasi yang dilakukan oleh DKW.

Setelah pemeriksaan dilakukan dan terbukti adaslgnggaran Kode Etik
oleh Notaris, maka Dewan Kehormatan Organisasi réotaalam setiap
tingkatannya dapat memberikan sanksi berupa tegyramngatan, pemecatan
sementara dan keanggotaan organisasi Notaris, p#anedari keanggotaan
organisasi Notaris dan pemberhentian dengan tidakndt dari keanggotaan.
Pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh PengDaerah INI, yang
bertindak sebagai eksekutor.

Pasal 13 KEN INI, menyebutkan bahwa tanpa menguiatgntuan yang
mengatur tentang prosedur atau tata cara maupujatyiesn sanksi secara

bertingkat, maka terhadap seorang anggota organysas telah melanggar
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UUJN dan yang bersangkutan dinyatakan bersalaba sgridana berdasarkan
Keputusan Pengadillan yang telah mempunyai kekulatdoam tetap, Pengurus
Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota niarlan disertai usul

kepada Kongres agar anggota organisasi tersebetatiplari anggota organisasi

Notaris.

2.7 Analisa Yuridis Kasus Penipuan Terhadap Sesama Rekan Notaris
Ditinjau Dari Aspek hukum Perdata dan Pidana Serta Aspek Kode Etik
Notaris Dalam Kasus Notaris Hj. Rahanum di Medan.

Dalam kasus yang dilaporkan oleh Notaris Firdho8&l,, yang dilakukan
oleh seorang Notaris yang berkedudukan di Medagatemisial Hj. Rahanum
datang menemui Firdhonal yang juga berprofesi smbaiptaris di Jakarta.
Notaris Hj. Rahanum tersebut meminta tolong kepddgaris Firdhonald agar
mau mencarikan dana sebesar Rp 150 juta untuk tegan kliennya. Menurut
keterangan notaris Hj. Rahanum tersebut, uang herseigunakan untuk
mencairkan dana klien notaris Hj. Rahanum yanghert di kedutaan Prantis

Dengan segala bujuk rayu ditambah dengan iminggnmahwa setelah
pencairan dana tersebut berhasil, Notaris Firdhotett Notaris Hj. Rahanum
dijanjikan akan mendapdée sebesar Rp. 550 juta dikurangi jumlah pinjaman
yang akan dibagi berdua dengan Notaris Hj. RahanAkhirnya Notaris
Firdhonal percaya dan kemudian mereka bersama deklign Notaris Hj.
Rahanum bertemu di sebuah hotel di bilangan Jakdrituk lebih memastikan
hal tersebut Notaris Firdhonal menanyakan lagi @ugarkara kepada Kklien
Notaris Hj. Rahanum tersebut dan klien tersebut begimawaban yang sama
seperti yang diterangkan Notaris Hj. Rahanum. Nasetelah ditunggu-tunggu
apa yang dijanjikan tak kunjung terjadi NotarisdRional pun menemui Notaris
Hj. Rahanum di Medan. Notaris Hj. Rahanum selaluujpgya menghindari
bertemu dengan Notaris Firdhonal yang sudah menungddkantornya.
Menariknya lagi di kantor tersebut Notaris Firdhiomeenemui dua orang yang
memiliki nasib yang sama dengannya. Merekapun fdi{ang” oleh Notaris Hj.

4 Majalah Renvoipp. Cit, hal.26.
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Rahanum. Notaris Firdhonal pun melakukan upaya imuklengan melaporkan
Notaris Hj. Rahanum ke Departemen Hukum dan Halsiddanusia.

2.7.1 Aspek Hukum Perdata

Buku ke 11l K.U.H.Perdata mengatur tentang perikatan atau perjanjian.
Perikatan dan perjanjian menunjuk pada hubungamrhuttalam lapangan harta
kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihakardgi hubungan hukum
tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satakpiang terlibat dalam
hubungan hukum tersebtit.

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumbéwapen dapat kita temui
landasannya pada ketentuan pasal 1233 Kitab Undat@rg Hukum Perdata
yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dildmr baik karena perjanjian
baik karena undang-undang”. Ketentuan tersebutteiges lagi dengan rumusan
ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukumaeerd/ang menyatakan
bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatamaitia satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih’enBan demikian jelaslah
bahwa perjanjian melahirkan perikatan.

Dengan rumusan yang demikian Kitab Undang-undaniguriuPerdata
hendak menyatakan bahwa diluar perjanjian dan kahehal yang ditetapkan
oleh undang-undang tidak ada perikatan. Perikatahitkan hak dan kewajiban
dalam lapangan hukum harta kekayaan. Dengan dewmiildearti perjanjian juga
akan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapang&nrhtharta kekayaan bagi
pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan membpagtanjian, pihak yang
mengadakan perjanjian secara “sukarela” mengikatkanuntuk menyerahkan
sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berlesattsi guna kepentingan dan
keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah mjerggau mengikatkan diri,

dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekapaey dimiliki dan akan

“8 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj®&erikatan Yang Lahir Dari Perjanjiared. 1,
cet. 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), him.
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dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atangaelah mengikatkan diri
tersebuf’’

Akibat hukum dari suatu perjanjian berarti setiahbag yang membuat
perjanjian, tidak hanya pihak yang berkewajibanukntelaksanakan prestasi
berdasarkan perjanjian tersebut, yang harus memngetsecara pasti setiap
konsekuensi dari pembuatan perjanjian, melainkga jihak yang berhak atas
pemenuhan prestasi juga wajib mengetahui secata kggsan dan bagaimana
suatu perjanjian yang telah dibuatnya tersebut tddpgsaksakan pelaksanaan
prestasinya.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika mememosuir-unsur mengenai
sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasab 1&2ab Undang-undang
Hukum Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjin, diperlukan empzarat:

1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3) suatu pokok persoalan tertentu;

4) suatu sebab yang tidak terlarang”.

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrimu ihukum yang
berkembang, digolongkan kedalam:

1) dua unsur pokok nomor 1 dan nomor 2 diatas menydrsgibyek

(pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyeki@n
2) dua unsur pokok nomor 3 dan 4 diatas berhubungagsimg

dengan obyek pejanjian (unsur obyekiif).

2.7.1.1 Unsur Subyektif
1) Kesepakatan Bebas

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudankdhendak dua
atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yaegeka kehendaki untuk
dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kegvas dilaksanakan, dan
siapa yang harus melaksanakan sampai pada keamaanadkedua belah pihak

*bid., him. 2.
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atau lebih mencapai kata kesepakatan mengenaiahgbhg harus dipenuhi dan
dilaksnakan oleh para pihak dalam perjanjian terseb

Dalam perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdai@nentukan
bahwa segera setelah terjadi kesepakatan, makikaperjanjian, pada saat yang
bersamaan juga menerbitkan perikatan diantaraphek yang telah bersepakat
dan berjaniji tersebut.

2) Kecakapan Untuk Bertindak

Kecakapan untuk bertindak dalam suatu perjanjiamupakan syarat
subyektif kedua terbentuknya perjanjian yang satada para pihak. Kecakapan
bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengasamh kewenangan
bertindak dalam hukum. Jika masalah kecakapan uberindak berkaitan
dengan masalah kedewasaan dari orang perorangam yatakukan suatu
tindakan atau perbuatan hukum, masalah kewenargy&aitan dengan kapaitas
orang perseorangan tersebut yang bertindak atadudtedalam hukum.

Hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan dan kegan bertindak
dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri drikrang-perorangan ini
diatur dalam pasal 1329 sampai dengan 1331 Kitadabijprundang Hukum
Perdata. Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Rendenyatakan bahwa:

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perika¢aikatan, jika ia
oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mekalbebatasan
orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakayk in@rtindak dalam hukum,
dengan menyatakan bahwa tidak cakap untuk membegdnpan-perjanjian
adalah:

a. orang-orang yang belum dewasa,

b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,

c. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetap&leh
undang-undang, dan pada umumnya semua lepada wsidpag-
undang melarang membuat perjanjian-perjanjianriarte
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2.7.1.2 Unsur Obyektif

Syarat obyektif sahnya perjanjian dapat ditemukatard pasal 1332
sampai dengan pasal 1334 Kitab Undang-undang HuRemdata mengenai
keharusan adanya suatu hal tertentu dalam pemarjiasal 1335 sampai dengan
pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaeggatur mengenai
kewajiban adannya suatu sebab yang halal dalampsqterjanjian yang dibuat

oleh para pihafR’

1) Tentang Hal Tertentu dalam Perjanjian

Rumusan pada pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukerdat, yang
berbunyi sebagai berikut:

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokaktusbarang yang
paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah memnjadlangan bahwa jumlah
barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudiapat ditentukan atau
dihitung”.

Rumusan tersebut hendak menegaskan bahwa apapsirpgeikatannya
baik itu perikatan untuk memberikan sesuatu, bérlsgguatu dan atau tidak
berbuat sesuatu, Kitab Undang-undang Hukum Pertatalak menjelaskan
bahwa semua jenis perikatan tersebut pasti melbatkberadaan atau eksistensi

dari suatu kebendaan yang tertetitu.

2) Tentang Sebab yang Halal

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hinggal pe337 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1335 Kitab Updadang Hukum
Perdata menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tasipabs atau yang telah dibuat
karena suatu sebab yang palsu atau yang terlar@shklah mempunyai

kekuatan™?

*0bid., him. 154.
*1bid., him. 154.
®2bid., him. 161.
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberpamgertian atau
definisi dari “sebab” yang dimaksud dalam Pasal0l3fnya saja dalam Pasal
1335 dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebaphgalal adalah:

a. bukan tanpa sebab,
b. bukan sebab yang palsu,
C. bukan sebab yang terlarang.

Selanjutnya dalam Pasal 1336 dinyatakan lebih tdmhwa: "Jika tidak
dinyatakan suatu sebab, tetapi tidak ada sebab tidaigterlarang, atau jika ada
sebab lain selain dari pada yang dinyatakan igapgan itu adalah sah”.

Rumusan mengenai sebab yang halal menjadi hanyab sging tidak
terlarang, dalam pasal 1337 Kitab Undang-undangurulPerdata menyatakan
bahwa: “Suatu sebab adalah terlarang, apabilaadidaoleh undang-undang atau

apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atatikei® umum”.

2.7.1.3 Akibat Wanprstasi dari Suatu Perjanjian

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pembadiamtang
perikatan salah satunya adalah tentang perikatark timemberikan sesuatu yang
dibuka dengan pasal 1235 yang mengatakan bahw#artDi@ap perikatan untuk
memberikan sesuatu adalah termaktub kewajibanhaitaarg untuk menyerahkan
kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatry@gaeseorang bapak
keluarga yang baik, sampai pada saat penyerafian”.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik lapphra pihak telah
memenuhi prestasinya masing-masing seperti yaay) wiperjanjikan tanpa ada
pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjiarsebut tidak terlaksana
dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakolk& salah satu pihak atau
debitur.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belardp artinya prestasi
yang buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adaahtu keadaan

dikarenakan kelalaian atau kesalahan debitur trdakenuhi prestasi seperti yng

%3], Satrio, SHPerikatan Pada Umumnyaet. 3, (Bandung : Penerbit Alumni, 1999),
him. 83.
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ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadsamaksa. Adapun bentuk-
bentuk dari wanprestasi yaitu:

1) tidak memenuhi prestasi sama sekali,

2) memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya,

3) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Sedangkan menurut Subekti wanprestasi ada empanmyitu:

1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,

2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak s@b@na

dijanjikannya,

3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat,

4) melakukan sesuatu menurut perjanijian tidak bolktkakan.>*

Kalau siberhutang atau debitur tidak memenuhi femji atau tidak
memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuannyaapat dlipersalahkan
kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanpresagud dari wanprestasi
dapat berupa:

1) debitur sama sekali tidak berprestasi,

2) debitur keliru berprestasi

3)  debitur telambat berprestasi.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya aidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipeyalikewajiban itu karena
ada unsur salah padanya, maka ada akibat-akibaimhylang atas tuntutan
kreditur bisa menimpa dirinya.

Dengan lahirnya perikatan diantara para pihak yetah bersepakat dan
berjanji tersebut, Kitab Undang-undang Hukum Perda¢mbebankan kewajiban
pada debitor dalam perikatan untuk memberikan pamiggn berupa biaya, rugi
dan bunga atas ketidakpemenuhannya, menurut pasal-gibawah ini°

** Yogiikhwan,“Wanprestasi, Sanksi, Ganti Kerugian dan Keadaarmidksa”,
http://yogiikhwan.wordpress.cqgrdiakses tanggall10 November 2010.

5. Satrio, SHOp. cit.,him.51

%% Kartini Muljadi dan Gunawan Widjajap. Cit., him51.
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Pasal 1236
Debitor memberi ganti biaya, kerugian dan bungaalep kreditor bila ia
menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkamafg itu atau tidak
merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamayica

Pasal 1239
Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untékktiberbuat sesuatu, wajib
diselesaikan dengan memberikan penggantian bisgfgian dan bunga, bila
debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 1242
Jika perbuatan itu bertujuan untuk tidak berbuaus®ei, maka pihak mana pun
yang berbuat bertentangan dengan perikatan itlenkapelanggaran itu saja,

diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan faung

2.7.1.4 Penipuan Dalam Perjanjian

Penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjianr dlatam pasal 1328
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang keselurwmearrerbunyi sebagai
berikut: “ Penipuan merupakan suatu alasan untukimaglkan suatu perjanjian,
apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah ggitak adalah sedemikian rupa,
sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang laak tidlah membuat perikatan
itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.ffaian tidak dpersangkakan,
tetapi harus dibuktikan”.

Berdasakan pasal tersebut bahwa penipuan melibatksur kesengajaan
dari salah satu pihak dalam perjanjian, untuk melayi pihak lainnya sehingga
pihak yang terakhir ini memberikan kesepakatanmyalutunduk pada perjanjian
yang dibuat diantara mereka. Kitab Undang-UndanguHuPerdata menyatakan
bahwa masalah penipuan yang berkaitan dengan ksgaangni harus dibuktikan
dan tidak boleh hanya dipersangkakan saja. Daldrmihaaka pihak yang pada
siapa penipuan telah terjadi wajib membuktikan k@Hawan pihaknya telah
memberikan suatu informasi secara tidak benar, lantersebut disengaja
olehnya, yang tanpa adanya informasi yang tidalab®&rsebut, pihak lawannya
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tersebut tidak mungkin akan memberikan kesepakgsanmtuk tunduk pada
perjanjian yang dibuat tersebit.

Penipuan dalam suatu perjanjian pada pokoknya barfgan dengan
memperhatikan syarat yang ditetapkan yaitu mengsunaiu keadaan, kondisi
peristiwa, perbuatan, atau informasi palsu yangdasdanya hal tersebut, pihak
lawannya tersebut tidak mungkin memberikan kesd¢pakga untuk tunduk pada
perjanjian yang dibuat tersebut, pokok penipuarti geskaitan dengan hal-hal
yang sangat pokok dalam perjanjian yang merupakéik&t dari perjanjian atau
sesuatu yang bersifat esensial dalam perjanjisselteat. Namun oleh karena
penipuan berhubungan dengan kesengajaan untuk rabugenaka pembuktian
ada tidaknya kesengajaan sangat penting bagi pikskn perjanjian yang telah

merasa telah ditipu.

2.7.1.5 Analisa Kasus Penipuan yang dilakukan Sesama Rekan Notaris Dari

Aspek Hukum Perdata

Dalam kasus yang melibatkan Notaris Firdhonal daatahks Hj.
Rahanum, mereka membuat suatu perjanjian kerjasgamng intinya ialah
perjanjian pinjam meminjam uang, dilihat dari hukperdata bahwa kedua belah
pihak telah melakukan suatu perikatan sebagaimaetarddalam pasal 1233
bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan berdasarkamapgan atau karena undang-
undang, maka perjanjian antara Notaris Firdhonal N@taris Hj. Rahanum
adalah mengikat kedua belah pihak untuk memenulprestasi dari perjanjian
tersebut.

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika mememyarat sahnya
mengenai suatu perjanjian yang diatur dalam p&&20 KUHPerdata yang terdiri
dari unsur subyektif dan unsur obyektif yaitu:

Unsur Subyektif:
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

" bid., him. 126.
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Unsur Obyekiif:

3) Suatu pokok persoalan tertentu

4) Suatu sebab yang tidak terlarang

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya Kitabntdang-Undang
Hukum Perdata tidak memberikan pengertian daridbélyang dimaksud pada
pasal 1320, hanya saja dalam pasal 1335 dijelals&@hwa yang disebut sebab

yang halal adalah:

a. bukan tanpa sebab
b. bukan sebab yang palsu
C. bukan sebab yang terlarang

Dalam pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa: tSsettab adalah
terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang apabila berlawanan dengan
kesusilaan baik atau ketertiban umum?”.

Perjanjian yang dilakukan Firdhonal dan Hj.Rahamuenurut saya tidak
memenuhi salah-satu syarat sahnya perjanjian yaamrddalam pasal 1320
KUHPerdata yaitu unsur obyektif perjanjian yaituudtu sebab yang tidak
terlarang”, karena obyek perjanjian antara Firdhdaa Hj. Rahanum ialah untuk
mengeluarkan koper berisi uang US$ 1.000.000, diukaan Besar Perancis, itu
semacam mencari keuntungan dengan jalan pintak jelas, dan merupakan
suatu perbuatan yang tanpa sebab dan terlarangedamwanan dengan kesusilaan
atau ketertiban umum.

Perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahngéusperjanjian yaitu
unsur obyektif sehingga perjanjian tersebut menjaaial demi hukum dan
dianggap tidak mengikat para pihak dan setiap kanugang timbul dari

perjanjian tersebut ditanggung masing-masing pitsakp

2.7.2 Aspek Hukum Pidana

Menurut bahasa Indonesia penipuan berasal dari tkmiayang berarti
perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong, palsbbnya) dengan maksud
untuk menyesatkan, mengakali atau mencari unturgdai®lkan Penipuan

merupakan proses dari tindakan menipu.
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Secara yuridis penipuan merupakan perbuatan dengadsud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaedawan hukum dengan
memakai hama palsu, martabat palsu, tipu musliladgup tipu muslihat atau
kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain demgaah menyerahkan
barang, uang atau kekayaanrya.

Pengertian tersebut diambil dalam pasal 378 Kitalddng-Undang
Hukum Pidana yang berbunyi: “Barangsiapa dengarsothknenguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, cenganakai nama palsu atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun demgagkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barasgase kepadanya, atau
supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutamgadh karena penipuan
dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-uabyektif yang meliputi
perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orgegpuatan itu ditujukan pada
orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, hegngkan piutang), dan
cara melakukan perbuatan menggerakan dengan memeka palsu, memakai
rangakaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-sabyektif yang meliputi
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau odaimgdan maksud melawan

hukum?®

2.7.2.1 Unsur-Unsur Objektif Penipuan
1 Perbuatan mengger akan (Bewegen)

Kata bewegenselain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga
sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujalk meggerakkan hati.
KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apaputatenistilahbewegernitu.
Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuataempengaruhi atau
menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yammpggruhi adalah kehendak

%8 5.A SoehandiKkamus Populer KepolisiafiSemarang: Koperasi Wira Raharja, 2006),
him.78.

% Konsultasi Hukum Grati$Sengketa Hutang Piutang = Sengketa Tindak Pidana
Penipuan” , http:/konsultasihukumagratis.blogspot.caimkses tanggal 18 November 2010.
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seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupzazer yang abstrak, dan
akan terlihat bentuknya secara konkret apabila kilihgkan dengan cara
melakukannya. Cara melakukan inilah sesungguhngg iebih berbentuk yang
bila dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yangrbéaa dengan perbuatan
yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar Inyésalalam pasal 55 (1)
KUHP membujuk atau mengganjurkan untuk melakukadak pidana dengan
cara memberikan atau menjanjikan sesuatu menyailakgn kekuasaan dan lain
sebagainya. Sedangkan dalam penipuan menggerakiedathadengan cara-cara
yang didalamnya mengandung ketidakbenaran, palsubdesifat membohongi
atau menipu. Jika menggerakkan dilakukan dengany@aarg sesungguhnya, cara
yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin hkele orang lain (korban)
akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya iayemehkan benda, memberi
hutang maupun menghapuskan piutang. Tujuan yamg dicppai petindak dalam
penipuan hanya mungkin dicapai dengan melalui @¢dou menggerakkan
dengan cara-cara yang tidak benar.
2 Y ang digerakkan adalah orang

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, oramy pamberi
hutang dan orang yang menghapuskan piutang sekadzn penipuan adalah
orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal ittkdn merupakan keharusan,
karena dalam rumusan pasal 378 KUHP tidak sedikitmenunjukkan bahwa
orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupoghapuskan piutang
adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang engimskan benda, memberi
hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga sedaip digerakkan, asalkan
orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda it @@rintah/kehendak orang
yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dagigakukan dengan
perantaraan orang lain selain orang yang digerakkapada siapa barang
diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberimyeang atau dihapusnya
piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepgati orang yang
mengerakkan/petindak. Penyerahan benda dapat kilakkepada orang lain
selain yang menggerakkan, asalkan perantaraan dalala orang yang
dikehendaki petindak. Untuk ini ada arrest HR (28928) yang menyatakan
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bahwa: “Penyerahan merupakan unsur yang konstitduf kejahatan ini dan
tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pedakdiri’. Dari unsur maksud
mengguntungkan yang ditujukan dalam 2 hal, yaitu s#indiri atau orang lain,
maka dapat dipastikan bahwa dalam penipuan bukgn wsduk kepentingan
petindak semata-mata melainkan dapat juga untuérikeqgan orang lain.
3. Tujuan perbuatan
a Menyerahkan benda

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arty y@ma dengan
benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sdiiag#a yang berwujud dan
bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancamejdhaatan terhadap harta
benda lainnya, dimana secara tegas disebutkan ombkirorang lain bagi benda
obyek kejahatan, berbeda dengan penipuan dimaa# titenyebutkan secara
tegas adanya unsur yang demikian. Oleh karenaapatddiartikan bahwa pada
penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi teph@agénda miliknya sendiri
asalkan didalam hal ini terkandung maksud untuk guetungkan diri sendiri
atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada, &atlalam penipuan
menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataaareka dalam hal ini hanya
unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menarkéldyaan.
b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang

Perkataan hutang disini tidak sama artinya denbatang piutang,
melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian ataukatan. Hoge Raad dalam
suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa “gimgksud dengan hutang
adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumnaty jaminan” oleh karena
itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagamberi pinjaman uang
belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih lsabagai membuat sesuatu
perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kisasj bagi orang lain
untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertdfisalnya dalam suatu jual
beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayanyerahkan sejumlah
uang tertentu yakni harga benda itu kepada pen[damikian dengan istilah
utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempuastaisuatu perikatan.

Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yandh ldlas dari sekedar
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membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutangatgman uang belaka.
Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segalammperikatan hukum
yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkanjikawahukum penipu
untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada Ratza orang lain.

4, Upaya-upaya penipuan

a. Menggunakan nama palsalsche naam

Ada dua pengertian nama palsu, pertama: diartdadoagai suatu bukan
namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misaikydurachim menggunakan
nama temannya yang bernama Abdullah, kedua: s@aaa iyang tidak diketahui
secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemilikisalnya orang yang bernama
Gino menggunakan nama Kempul, nama Kempul tidakpadaliknya atau tidak
diketahui secara pasti ada tidaknya orang yanggwerakannya.

b. Menggunakan martabat/kedudukan p&sische hoedanigheid)

Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebtgygmahan dari
perkataanvalschehoedanigheiditu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat
palsu, dan kedudukan palsu. Kedudukan palsu itialadaiatu kedudukan yang
disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana makargmempunyai hak-hak
tertentu, padahal sesungguhya ia tidak mempungk tertentu itu. Jadi
kedudukan palsu ini jauh lebih pengertiannya daapssekedar mengaku
mempunyai sesuatu jabatan tertentu, seperti dogsksa, notaris, dan
sebagainnya. Sudah cukup ada kedudukan palsu gyasaskseorang mengaku
seorang pewaris, yang dengan demikian menerimamagrtentu darboedel
waris atau sebagai seorang wali, ayah atau ibwgakdan lain sebagainya. Hoge
Raad dalam suatu arrestnya (27-1-1893) menyatakanwa “perbuatan
menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap sewamgpu terhadap orang
ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agerang wali, seorang
kurator ataupun yang dimaksud untuk memperolehrkagaan sebagai seorang
pedagang atau seorang pejabat”.

C. Menggunakan tipu muslihat ligtige kunstgreoen dan rangkaian

kebohonganzamenweefsel van verdichtgels
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Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sams#diemenipu atau
isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menkabukepercayaan/kesan bagi
orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adawgmun ada perbedaan,
yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkada rangkaian
kebohongan berupa rangkaian kebohongan berupa nipapeataan. Tipu
muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yangnsikthn rupa dan yang
menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kelememdouatan itu, yang
sesungguhnya tidak benar. Karenannya orang bisgadigrercaya dan tertarik
atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lailaltyang sebenarnya dituju oleh
Si penipu, karena dengan tergerak hatinya /tegreihgkehendaknya itu adalah
berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat enghlan benda yang

dimaksud.

2.7.2.2 Unsur-Unsur Subjektif Penipuan
1 Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menkjgena harus
ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau @rian adalah berupa unsur
kesengajaan dalam penipuan. Kesengajaan sebagaudnaki selain harus
ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukada unsur lain dibelakangnya
seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, mengganaama palsu dan lain
sebagainnya. Kesengajaan dalam maksud ini sudals reda dalam diri si
petindak sebelum atau setidak-tidaknya pada saamuiae perbuatan
menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kakayri sudah ada,
menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupagi orang lain.

2. Dengan melawan hukum

Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan djatgs menguntungkan
diri sendiri atau orang lain dengan melakukan p&tdou menggerakkan haruslah
berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksudndalenusan penipuan
ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yangyartimsur maksud itu juga
harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Olehneaii melawan hukum

disini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal sebelum melakukan atau
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setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkeatingak telah memiliki
kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan didiseatau oang lain dengan
perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukismididak semata-mata
diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atalawan hukum formil,
melainkan harus diartikan yang lebih luas yakniageal pertentangan dengan apa
yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyatéeena unsur melawan
hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidam@ka menjadi wajib
dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan Halsi petindak mengerti
maksud menguntungkan diri sendiri atau orang laimgdn menggerakkan orang
lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalamsampenipuan sebagai dicela

masyarakat.

2.7.2.3 Analisa Kasus Penipuan yang dilakukan Sesama Rekan Notaris Dari

Aspek Hukum Pidana

Dari aspek hukum pidana bahwa apa yang dijanjiataris Hj.Rahanum
kepada Notaris Firdhonal merupakan suatu upaya atenigu muslihat atau
dengan rangkaian kebohongan untuk menggerakkang dean menyerahkan
barang sesuatu kepadanya dengan maksud untuk ratkaresmengakali atau
mencari untung, ini terlihat dari keterangan dasid\is Firdhonal bahwa Notaris
Hj. Rahanum menjanjikan jika Firdhonal berhasil ggrayakan uang yang
diminta tersebut ia akan mendapat imbalan keuntungag akan dibagi dua
dengan yang bersangkutan.

Setelah janji-janji tersebut tak kunjung datang a¥ist Firdhonal sadar
telah tertipu dan berusaha untuk menemui NotarisRdhanum bahkan sampai
kekantornya di Medan, tetapi rekannya tersebutlsalrus menghindar dan
membiarkan Firdhonal menunggu tanpa kepastian thkaya bahkan Firdhonal
sempat bertemu dengan orang lain yang juga mengakesiip serupa.

Jika dilihat dari kejadian tersebut jelas bahwaaXietHj. Rahanum telah
masuk dalam unsur-unsur obyektif dan subyektif dakuatu penipuan.Unsur
obyektif tersebut antara lain adanya perbuatan gemagganbewegerdan unsur

menggunakan tipu muslihalistige kunstgreondan rangkaian kebohongan
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zamenweefsel van verdichtsedlémana Notaris Hj. Rahanum menggerakkan
Notaris Firdhonal untuk menyerahkan sejumlah uangpaklla dirinya,
menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatempengaruhi atau
menanamkan pengaruh pada orang lain. Dalam penip@grggerakkan adalah
dengan cara-cara yang didalamnya mengandung kb&dakan, palsu dan
bersifat membohongi atau menipu. Tipu muslihat ttkan sebagai suatu
perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkannkesau kepercayaan
tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesunggidafalienar karenanya orang
bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerakysat

Unsur-unsur  Subyektif suatu penipuan adalah dengaaksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dangelawan hukum, sangat
jelas bahwa Notaris Hj.Rahanum melakukan perbugtarterhadap Notaris
Firdhonal dengan maksud menguntungkan dirinya sedéngan mengambil
keuntungan dari uang yang diserahkan oleh Notardhénal. Melawan hukum
disini bahwa sebelum melakukan perbuatannya NotafjiRahanum telah
memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungka sendiri atau orang
lain dengan perbuatannya adalah melawan hukum.

Dari unsur-unsur tersebut jelas bahwa apa yand wilakukan Notaris
Hj.Rahanum tersebut merupakan tindak pidana penimg&hingga melanggar
pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yanduosti: “Barangsiapa
dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oifairg secara melawan
hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat, pedagan tipu muslihat
ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkang olain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaphem hutang maupun
menghapuskan piutang diancam karena penipuan dgrndana penjara paling

lama empat tahun”.
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2.8 Aspek Kode Etik Notaris.
2.8.1 Peranan Kode Etik Notaris Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan

Seorang Notaris

Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Blot®iain dituntut
untuk memilki keahlian dalam bidang hukum harusjddandasi tanggung jawab
dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dean €eran dan kewenangan
Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum disyaaakat, oleh karena itu
Notaris harus dapat menjalankan profesinya segafagional, berdedikasi tinggi
serta selalu menjunjung tinggi harkat martabatrsfagdn menegakkan kode etik
Notaris.

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan diterima oleh
kelompok profesi, yang mengarahkan atau membeunpét kepada anggotanya
bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjaotun moral profesi itu
dimata masyarakat. Apabila satu anggota kelompo&fepr itu berbuat
menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok pratesakan tercemar di mata
masyarakat, kode etik profesi bertujuan untuk ngaj&ehormatan jabatan
Notaris.

Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang mabhda@&hormatan
dengan memperoleh mandat secara langsung dari &dgelnormatan tersebut
harus dijaga dengan menjaga perilaku Notaris data@mjalankan jabatannya
harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tah0A Z@ntang jabatan
Notaris (UUJN), sedangkan perilaku kesehariannyashsesuai dengan kode etik
profesi Notaris.

Dalam kasus yang dilaporkan oleh Notaris Firdho&#d,, yang dilakukan
oleh seorang Notaris yang berkedudukan di Medamgatemisial Hj. Rahanum
ternyata dalam menjalankan profesinya sebagai Nd&lah melanggar ketentuan
pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonas@ngenai kewajiban seorang
Notaris antara lain harus memiliki moral, akhlaktaekepribadian yang balik,
menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan maittgdbatan Notaris, penuh
rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat meanggtingjawabkan semua
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tindakannya, serta bertanggung jawab terhadap &aymsn yang diberikan
kepadannya.

Notaris tersebut juga telah melanggar pasal 4 @&)atJUJN mengenai
Sumpah Jabatan yang antara lain berbunyi: “Sedxartgris dalam menjalankan
profesinya akan menjaga sikap, tingkah laku danjaferkan kewajiban sesuai
dengan kode etik profesi, kehormatan, martabatpéaianggung jawab”.

2.8.1.1 Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di

Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dilaku&ariventeri Hukum
dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis &eag yang terdiri dari
Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawaayait (MPW), Majelis
Pengawas Pusat (MPW). Masing-masing majelis tetsédndiri dari unsur
pemerintah, organisasi notaris dan ahli/akademisi.

Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, organmagsi lkatan
Notaris Indonesia dalam hal ini pengurus perkumpulan Dewan Kehormatan
dapat memberikan saran dan pendapat kepada M&ehgawas atas dugaan
pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Notaris. Afgabda anggota yang diduga
melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notarigwdh Kehormatan
berkewajiban memanggil anggota yang diduga melartggsebut untuk didengar
keterangannya. Dewan Kehormatan baru akan menenplktasannya mengenai
terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik ser@mjatuhkan sanksi terhadap
pelanggarnya apabila ternyata terbukti melakukdanggaran.

Dalam menegakkan kode etik Notaris INI mempunyaapgkat dalam
organisasinya yaitu Dewan Kehormatan INI. Pasajal @ Kode Etik Notaris INI
menyatakan bahwa Dewan Kehormatan INI adalah lemlyagg mandiri dan
bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yangdmestuntuk:

a) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan pemhbanalmggota

dalam menjunjung tinggi kode etik,
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Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaanguelean ketentuan
kode etik yang bersifat internal atau yang tidaknpenyai kaitan dengan
kepentingan masyarakat secara langsung,

Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengatess dugaan

pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan INI terbagi menjadi tiga bagiaaitwy

1)

2)

3)

b)

d)

b)

Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pad&at
nasional yang bertugas untuk:

Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan pembenamggota
dalam menjunjung tinggi kode etik,

Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaanguezlean ketentuan
kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifieernal atau yang tidak
mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakatas&ragsung, pada
tingkat akhir dan bersifat final,

Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengatess dugaan
pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatasha gangkat
Wilayah yaitu pada tingkat propinsi atau yang regkat dengan itu, yang
bertugas untuk:

Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan pehbe anggota
dalam menjunjung tinggi kode etik,

Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugdangmaran ketentuan
kode etik dan/atau disiplin organisasi yang betrsifieernal atau yang tidak
mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakatas&oagsung, pada
tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pad&atrpertama,
Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Resg@/ilayah dan/atau
majelis PengawasDaerah atas dugaan pelanggaranekikdetau jabatan
Notaris.

Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormailagkat Daerah,
yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bestugduk:
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a) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan p®shbe anggota
dalam menjunjung tinggi kode etik,

b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugdangmaran ketentuan
kode etik dan/ataudisiplin organisasi yang bersifrnal atau yang tidak
mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakataséragsung, pada
tingkat pertama,

c) Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Rersgdaerah atas
dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.

Tata cara penegakan Kode Etik Notaris INI diawlaoh pasal 7 Kode Etik
Notaris INI, yaitu bahwa pengawasan atas pelaksarkade Etik dilakukan
dengan cara sebagai berikut:

a) Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikataarisldndonesia dan
Dewan Kehormatan Daerah,

b) Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatatafis Indonesia dan
Dewan Kehormatan Wilayah,

c) Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatararidéolndonesia dan
Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan menurut pasal 8 Kode Etik Notaresupakan alat
pelengkap perkumpulan yang berwenang melakukan nieaan atas
pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkanss&d@pada pelanggarnya

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

28.2 Analisa Pengenaan Sanksi Kepada Notaris Yang Meakukan
Pelanggaran Terhadap Sesama Notaris
Dilihat dari bentuk perjanjian yang dilakukan NagaFirdhonal dan Hij.
Rahanum, tidak memiliki sikap Profesional sebagataNs dan tidak memiliki
nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadiasfgeional hukum. Firdhonal
dan H. Rahanum tidak memiliki kejujuran, tangguagvab, dan kemandirian
moral, karena mereka mudah terpengaruh terhadajmayang tidak seharusnya

dilakukan oleh profesi hukum.
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Pada kasus tersebut, Firdhonal, Notaris di Jak&raur dimintai tolong
oleh Hj. Rahanum, Notaris di Medan untuk mencarifana sebesar Rp. 150 juta
untuk mencairkan uang milik Merringsih (klien Hj.aRanum) dari Kedutaan
Perancis dengan iming—iming uang tersebut akamibkéikan kepada Firdhonal
sebesar Rp. 350 juta. Didasari rasa kepercayaaad&ed). Rahanum, Firdhonal
memberikan uang tersebut. Setelah beberapa lamag utersebut tidak
dikembalikan. Firdonal mengatakan bahwa apa yargkukan oleh rekan
seprofesinya tersebut merupakan tindakan pidanggetspan dan penipuan.

Saya tidak setuju dengan pendapat Firdhonal, memsaya tidak hanya
Hj. Rahanum yang melakukan tindakan penggelapapit&irdhonal juga harus
dimintai keterangannya dan jika terdapat kesaladé&enakan sanksi atas
tindakan tersebut karena Firdhonal mengetahui balmamg tersebut akan
digunakan untuk mencairkan uang dari Kedutaan Beseancis, dimana bentuk
perjanjiannya dengan mudah mendapatkan keunturagga tdiketahui dengan
jelas darimana sumber uang tersebut, disini dapdtad dari niatnya untuk
mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan aspekninya. Pelanggaran
yang dilakukan oleh sesama rekan notaris ini, lsaritan pasal &ode Etik
Notaris dapat diperiksa oleh Dewan Kehormatan. Dewai berwenang
memeriksa atas pelanggaran terhadap Kode Etik @gamjatnhkan sanksi kepada
pelanggaranya.

Berdasarkan kasus Firdhonal dapat diperiksa oletvad Kehormatan
daerahnya masing—masing. Untuk Firdhonal dapat ridgse oleh Dewan
Kehormatan daerah Jakarta Timur, sedangkan untuR&tjanum dapat diperiksa
oleh Dewan Kehormatan Daerah Medan. Selain itugkaejuga telah melanggar
kewajiban yang tercantum dalam pasal 3 angka 3 Kiétle Notaris yang
menjelaskan bahwa Notaris wajib memperlakukan rekamwat secara baik,
saling menghargai, saling membantu serta selalusbba menjalin komunikasi
dan tali silahturami. Dalam kasus ini, baik Firdabmaupun Hj. Rahanum telah
tidak memperlakukan rekan sejawatnya dengan balkaBsnya mereka sesama
satu profesi tidak boleh menjatuhkan rekannya.
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Menurut pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris, sankang dikenakan
terhadap anggota profesi Notaris yang melakukaangelaran terhadap Kode Etik
dapat berupa:

a. Teguran;

b. Peringatan;

c. Schorsing ( pemberhentian sementara) dari keangg@irkumpulan;

d. Onzettingg (pemecatan) dari keanggotan perkumpulan;

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keangg@=kumpulan.

Sebelum notaris diberikan teguran atau pemberherda@k sementara
maupun pemecatan, terlebih dahulu notaris dipamtggildidengar keterangan itu
mengenai masalah yang terjadi. Setelah didengaramdannya, barulah Dewan
kehormatan yang menentukan sanksi apa yang dabpetikdin kepada notaris
yang melanggar aturan.

Dalam kasus Firdhonal dan Hj. Rahanum telah mekkubelanggaran
sehingga dapat dikenakan sanksi. Mereka akan Kgaeoleh Dewan Kehormatan
INI terlebih dahulu karena pelanggaran yang metakakan melibatkan rekan
sesama notaris sehingga yang berhak memeriksa ggele@m yang mereka
lakukan terlebih dahulu adalah Dewan Kehormatan.

Apabila ada masyarakat atau klien yang merasa idaogdengan
pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, maka sotgang melakukan
pelanggaran tersebut akan diperiksa oleh Majelisg®@®as. Dalam kasus ini,
Firdhonal dan Hj. Rahanum akan diperiksa oleh Delt@hormatan dan Dewan
Kehormatan akan menentukan sanksi apa yang dapeikain kepada Firdhonal

dan Hj. Rahanum berdasarkan pasal 6 ayat (1) Kake\Btaris.

2.9 Analisa Yuridis Contoh Putusan Majelis Pengawas Pusat Tentang
Sanks Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris, Putusan Nomor:
14/B/Mj.PPN/2009 Tanggal 29 Oktober 2009 Mengenai Penipuan
Notaris Terhadap Klien

Berawal dari adanya laporan masyarakat atas naraaARiHasibuan

selaku Pelapor/Pembanding atas dugaan tindak pigem@uan, membuat surat
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dan akta palsu, mencairkan cek tanpa persetuj@danggaran Kode Etik Notaris
Indonesia yang dilakukan oleh Notaris Hj. Sri De®8#, Notaris di Bogor selaku
Terlapor/Terbanding.

Kejadian bermula pada tanggal 18 Nopember 2005pBeldertemu
dengan saudara Eddy Sjahrul (Pegawai KP2LN Bekdsi)gan Notaris Hj. Sri
Dewi, SH yang menurut pengakuan Saudara Eddy $jababwa Hj. Sri Dewi,
SH adalah Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogotukmmelakukan pelelangan
tanah eks PT. Sejahtera Industrial Trading Compaayyang sudah dilimpahkan
ke KP2LN Bogor untuk dilelang. Sebagai tanda kesamn dari Pelapor sebagai
pembeli, Pelapor diminta untuk menyetor sejumlahnguasebesar Rp.
1000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berupa Belkk BCA atas nama
Pelapor.

Pelapor berencana akan melakukan tahapan pembayargrdituangkan
dalam perjanjian dibawah tangan yang ditulis olehnlapor sendiri dan ditanda
tangani oleh Pelapor dan Saudara Eddy Sjahrul pegeRR2LN Bekasi. Pelapor
menyerahkan cek kepada Saudara Eddy Sjahrul yamigkdin kepada Terlapor
sebagai tanda keseriusan.

Terlapor mengaku kepada Pelapor bahwa benar degaeblotaris yang
ditunjuk oleh KP2LN bogor untuk memproes jual b@inah eks PT. Sejahtera
Trading Company Ltd, tetapi Terlapor tidak pernapat menunjukkan Surat
Penunjukkan dari KP2LN tersebut kepada Pelapor ldamya menunjukkan
beberapa surat keterangan seakan-akan menunjuk&lwabdirinya adalah
Notaris yang ditunjuk oleh KP2LN Bogor.

Setahun kemudian Pelapor mendapatkan bukti darik Baahwa cek
pelapor tertanggal 21 November 2005 telah dicaifkariapor sendiri pada hari
dan tanggal yang sama, dan menyerahkan uang tandaisRp.600.000.000,-
(enam ratus juta rupiah) kepada Sdr. Eddy SyalamlTeerlapor sendiri mendapat
bagian sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus fjumah). Dalam hal ini
Terlapor telah melampaui kewenanganya sebagai iNotar

Bahwa berkaitan dengan Akta Perjanjian Nomor 7 abggal 25

November 2005 yang dibuat, Terlapor tidak pernaimbaeakan isi dari Akta
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tersebut dihadapan Pelapor, bahkan Pelapor jugk trdenandatangani dan
membubuhi paraf pada setiap lembar Akta, dan sefmamal dan informal
Pelapor telah berupaya beberapa kali untuk mentatignan Akta Perjanjian

tersebut kepada Terlapor.

29.1 Aspek KodeEtik Notaris

Kasus tersebut telah diperiksa oleh Majelis PersarlBaerah Kota Bogor
dimana salah satu poinnya Terlapor menerangkanhspemah diperiksa oleh
Majelis Pengawas wilayah Notaris Jawa Barat daralsyzernah pula diperiksa
oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat berdasarkan dapdiari Pelapor kepada
Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Berita Adaemneriksaan Nomor:
25/MPD-Kota Bogor/2009 tanggal 23 Maret 2009.

Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Majelis éfikea Daerah
Notaris Kota Bogor, Majelis Pemeriksa Wilayah NttaProvinsi Jawa Barat
telah melakukan pemeriksaan dengan menghadirkapdétetian Terlapor dalam
persidangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Pedvitawa Barat Nomor:
86/MPW-JABAR/VI/2009 tertanggal 28 Mei 2009 dalawkpk perkara tersebut
berpendapat dan atau berkesimpulan bahwa Terlejadr tnelanggar:

2. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun Z@@dang Jabatan

Notaris.

3. Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebtasjimaka Majelis
Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat meskatn:

Memberikan sanksi teguran tertulis kepada Hj. Seiw) SH, Notaris di Kota
Bogor sebagaimana ditetapkan dalam pasal 85 holruf (

Menimbang terhadap Putusan Majelis Pengawas Wildlgdaris Provinsi
Jawa Barat tersebut, diajukan keberatan oleh Peldpngan menyampaikan
Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Nofaeida tanggal 9 Juni
2009. dengan beberapa poin keberatannya adalahabahayelis pemeriksa
teramat sederhana menilai pelaksanaan jabataneddakp Terlapor/Terbanding,

yaitu karena Terlapor/Terbanding hanya dikenai siafikguran lisan” saja. Jelas
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juga bahwa perbuatan Terlapor/Terbanding telah kokln perbuatan
persengkongkolan dengan pihak ketiga yang merupgabuatan melawan
hukum yang diancam secara hukum perdata maupungiéarena perbuatannya
telah merendahkan martabat profesi (KUHP pasalya® @) dan (2) dan atas
dasar jabatan dan perilaku Terlapor/Terbandinghtehelanggar sumpah jabatan
sebagaimana diatur pada 4 ayat (1) dan ayat (2langgar kewajiban dan
larangan sebagaimana diatur pada pasal 16 ayhtu(d) a dan huruf d dan pasal
17, melanggar pasal 12 huruf ¢ dan d “melakukabysan yang merndahkan
kehormatan dan martabat jabatan notaris” UndangabigédNomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris, serta melanggar pasati8 Kok Notaris.

Pelapor/Pembanding juga telah menunjukkan Surgiok&an Daerah
Jawa Barat No.Pol B/226/V/2009/Dit Reskrim tangg&® Mei 2009 perihal
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Tirfelalana menempatkan
keterangan palsu dalam Akta Otentik dan atau Paniglan atau Penggelapan,
yang dilakukan oleh Eddy Sjachrul dan Terlapor/@dadng untuk menjadi
masukan, tetapi tidak menjadi perhatian Majelis gagras Wilayah karena
dianggap bukan ranah hukum Majelis Pengawas Wilapalannya bukti kuat
Terlapor/Terbanding melakukan tindak pidana pempgesgbukti dari tanda terima
dan kwitansi yang tertulis, telah terima dari: lHju Sri Dewi/lbu Ria Hasibuan,
sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Reras Wilayah.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut Pelapaodhding memohon
kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris menjatuhkéusgn yang antara lain:
Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 25védober 2005, hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibaamdpan atau suatu akta
menjadi batal demi hukum dan dapat menjadi alasagn fihak yang menderita
kerugian (Pelapor/Pembanding) untuk menuntut peéiaamiaya, ganti rugi dan
bunga kepada Notaris. Mengusulkan Terlapor/Terlankiepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI untuk dijatuhkan sanksnlperhentian dengan tidak
hormat.

Terhadap memori banding Pembanding atas putusgali#&engawas

Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat tersebut, Tediay menyampaikan
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bantahan dalam kontra memori banding tanggal 9 2000 kepada Majelis

Pengawas Pusat Notaris dengan pokok bantahan aitacalam:

a.
b.

C.

Perihal Tenggang Waktu Memori Banding.
Perihal Putusan.
Tentang Alasan Banding Pemeriksaan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Terlapor/Targandemukakan

diatas, Terlapor/Terbanding mohon agar Majelis Bemg Pusat Notaris

memberikan putusan sebagai berkut:

1.
2.

Menolak permohonan banding Pembanding.
Menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah ri¢otdawa Barat
Nomor 86/MPW-Jabar/VI1/2009, tanggal 28 Mei 2009.

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa d@mutuskan

permohonan banding terhadap putusan Majelis Persgawdayah Notaris

Provinsi Jawa Barat tersebut, dengan berbagaing@atigan antara lain: bahwa

berdasarkan pasal 73 ayat (2) Undang-Undang NororaBun 2004 tentang

jabatan Notaris menyebutkan bahwa keputusan Mdpaisgawas Wilayah yang

amar putusannya penjatuhan sanksi berupa tegsemndtau tertulis bersifat final,

bahwa yang dimaksud dengan “bersifat final” adatedngikat dan tidak dapat

diajukan banding kepada Majelis Pengawas PusatiNoserta berdasarkan hasil

rapat-rapat Majelis pemeriksa Pusat dalam memerpgeskara banding ini,

mengadili:

MEMUTUSKAN
Menyatakan menolak permohonan banding Pembandimgw®elapor.
Menyatakan menguatkan Putusan Majelis PengawasyatiilaNotaris
Provinsi Jawa Barat Nomor: 86/MPW-JABAR/VI1/2009t&rggal 28 Mei
2009, memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam kasus diatas Notaris Hj. Sri Dewi, SH tersatalam menjalankan

jabatannya terbukti telah melanggar Pasal 16 dydtidang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 3(&yd&ode Etik Notaris

Ikatan Notaris Indonesia mengenai kewajiban seofdoigris antara lain harus
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memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baikjenghormati dan
menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Nstgwenuh rasa tanggung
jawab dimana selalu harus dapat mempertanggundkamasemua tindakannya,
akta yang dibuatnya, serta bertanggung jawab taphakepercayaan yang
diberikan kepadanya.

Notaris tersebut juga tidak menjalankan sumpahtdaipga yang antara
lain berbunyi: “Seorang Notaris dalam menjalankaofgsinya akan menjaga
sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sedeagan kode etik profesi,
kehormatan, martabat dan bertanggung jawab”, dea uyipaya hukum yang
dilakukan oleh Ria Hasibuan sebagai Pelapor denggaporkan Notaris Hj. Sri
Dewi, SH terlibat dalam kasus Tindak Pidana Pempdan atau Penggelapan,
serta menuntut secara Perdata maupun Pidana katehamelakukan perbuatan
persengkongkolan dengan pihak ketiga yang merupgabuatan melawan
hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang laehirsgga menjadi alasan
bagi pihak yang menderita kerugian untuk menunéuggntian biaya, ganti rugi,
dan sekaligus bunga, dipersidangan umum yang ¢iéizar ranah hukum Majelis
Pengawas Notaris jika dimenangkan oleh Pelapor, agajadi masukan bagi
Majelis Pengawas Notaris untuk menjatuhkan sanleigylebih berat bagi
Notaris.

Dengan adanya kode etik Notaris kepentingan masgasang dilayani
oleh profesi Notaris menjadi lebih terjamin serteenmperkuat kepercayaan
masyarakat kepeda kinerja Notaris karena pelaksajztan Notaris bukan

hanya dipercayakan oleh Undang-undang tetapi juggyarakat pada umumnya.

2.9.2 Aspek Hukum Perdata

Buku ke 11l K.U.H.Perdata mengatur tentang perikatan atau perjanjian.
Perikatan dan perjanjian menunjuk pada hubungamrhuttalam lapangan harta
kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihakarégi hubungan hukum
tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satakpyang terlibat dalam

hubungan hukum tersebut.
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Dalam kasus yang melibatkan Notaris Hj. Sri Deviaggi Terlapor dan
Ria A. Hasibuan sebagai Pelapor mereka membuati fa&ajanjian kerjasama
melakukan pelelangan tanah eks PT. Sejahtera hluStading Company Ltd
yang sudah dilimpahkan ke KP2LN Bogor untuk dilglamimana Pelapor
sebagai pihak calon pembeli dan Terlapor menurtér&egan Eddy Sjahrul
(Pegawai KP2LN Bekasi) sebagai Notaris yang ditinjintuk melakukan
pelelangan.

Dari hukum perdata bahwa kedua belah pihak telalakukan suatu
perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1233 baiapatiap perikatan
dilahirkan berdasarkan perjanjian atau karena updiacang, maka perjanjian
tersebut adalah mengikat kedua belah pihak untuknenahi isi prestasi dari
perjanjian tersebut. Ketentuan tersebut dipertéagisdalam rumusan pasal 1313
yang menyatakan bahwa: “ Suatu perjanjian adalabupgan dimana satu atau
lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atauheb

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah jika memensyarat-syarat
mengenai suatu perjanjian yang diatur dalam pa&&20 KUHPerdata yang terdiri
dari unsur subyektif dan unsur obyektif, yang besbu
Unsur Subyektif:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Unsur Obyektif:

3) Suatu pokok persoalan tertentu

4)  Suatu sebab yang tidak terlarang

Perjanjian yang dilakukan Notaris Hj. Sri Dewi, 8ldn Ria A.Hasibuan
menurt saya tidak memenuhi salah-satu unsur yaaturddalam pasal 1320
KUHPerdata yaitu unsur subyektif perjanjian yaitosur “Kecakapan untuk
membuat suatu perikatan”, karena Hj. Sri Dewi, S#Hbagai Terlapor dalam
Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: /Mj/BPN/2009 tanggal 29
Oktober 2009 Tentang Duduk Perkaranya tidak pedagtat menunjukkan Surat
Penunjukkan dari KP2LN Bogor sebagai Notaris yaitgnguk untuk memproses
jual beli tanah eks PT. Sejahtera Industrial Trgddmmpany Ltd tersebut kepada
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Ria A. Hasibuan sebagai calon pembeli dan hanyabuat surat keterangan
seakan-akan menunjukkan bahwa dirinya adalah otgaing ditunjuk oleh
KP2LN Bogor.

Dalam hal ini perjanjian tersebut tidak memenuHhalsasatu syarat dari
sahnya suatu perjanjian yaitu unsur subyektif spatjanjian dimana salah satu
pihak dianggap tidak cakap dalam melakukan peganfersebut. Pasal 1329
menyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untalnbmat perikatan-
perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinkatatak cakap”. Notaris dalam
melakukan pelelangan dapat ditunjuk sebagai Pejdddang dan menurut
Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 20@ahs satu
kewenangannya dalam pasal 15 (2) g yaitu membuatradalah lelang. Namun
kenyataanya Notaris Hj, Sri Dewi, SH tidak dapat nomgukkan Surat
Penunjukkan dari Kantor Lelang KP2LN Bogor sehinggangakibatkan Notaris
Hj. Sri Dewi dianggap tidak cakap dalam melakukarnamjian tersebut sehingga
perjanjian tersebut dianggap tidak memenuhi syardiyektif sahnya suatu
perjanjian dan tidak mengikat para pihak atau dalgzdatalkan, sehingga dapat
menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugitin @A. Hasibuan/Pelapor)
untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dangaukepada Notaris Hj. Sri
Dewi, SH.

2.9.3 Aspek Hukum Pidana

Dari aspek hukum pidana kejadian bermula saatARiasibuan bertemu
dengan saudara Eddy Sjahrul (Pegawai KP2LN Bekisigan Notaris Hj. Sri
Dewi dan menurut pengakuan saudara Eddy SjahruvdodNotaris Hj. Sri Dewi
adalah Notaris yang ditunjuk KP2LN Bogor untuk nkelean pelelangan tanah
eks PT. Sejahtera Industrial Trading Company Ltdnanut saya itu merupakan
suatu upaya dengan tipu muslihat atau dengan ramgkeebohongan untuk
menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesefulanya dengan maksud
untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untungeilinat dari keterangan
dari Ria A. Hasibuan dalam Putusan Majelis PemariRssat Notaris Nomor:
14/B/Mj.PPN/2009 tanggal 29 Oktober 2009 TentangliduPerkaranya bahwa

Penipuan terhadap...,Fedelyk Dway Tatawi,FHUYRO/ersitas Indonesia



76

Notaris Hj. Sri Dewi tidak pernah dapat menunjukiBurat Penunjukkan dari
KP2LN Bogor sebagai Notaris yang ditunjuk untuk rpenses jual beli tanah eks
PT. Sejahtera Industrial Trading Company Ltd teusekepada Ria A. Hasibuan
sebagai calon pembeli dan hanya membuat surat akegen seakan-akan
menunjukkan bahwa dirinya adalah Notaris yang gitunleh KP2LN Bogor.

Memang bahwa pengakuan tersebut dilakukan olehy ESghrul
(Pegawai KP2LN Bekasi) tetapi saat itu ia ada lmasaama dengan Notaris Hj.
Sri Dewi dengan kata lain Notaris Hj. Sri Dewi metahui kejadian tersebut. Jika
dilihat dari keterangan tersebut jelas bahwa Netaji Sri Dewi telah masuk
dalam unsur-unsur obyektif dan subyektif dalamspahipuan.

Unsur obyektif tersebut antara lain adanya perlbuatzenggerakan
bewegenyang digerakkan adalah orang, menggunakan malkadatiukan palsu
valsche hoedanigheidan unsur menggunakan tipu musliliatige kunstgreon
dan rangkaian kebohongaamenweefsel van verdichtsdismana menggerakkan
dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengatabimenanamkan pengaruh
pada orang lain sehingga orang yang digerakkamketsmenyerahkan benda.
Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orangd&m yang menggerakkan,
asalkan perantaraan ini adalah orang yang dikekengatindak, dan
menggunakan martabat palsu/kedudukan palsu. Kednde#isu itu adalah suatu
kedudukan  yang  disebut/digunakan  seseorang, kednduk mana
menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu padahal nggsinnya ia tidak
mempunyai hak tertentu itu.

Dalam penipuan menggerakkan adalah dengan cararmagadidalamnya
mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat meonigo atau menipu. Tipu
muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yangemséhn rupa dan
menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kelmememdouatan itu, yang
sesungguhya tidak benar karenanya orang bisa memgechya dan tertarik atau
tergerak hatinya.

Unsur-unsur  Subyektif suatu penipuan adalah dengaaksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dangelawan hukum, bahwa

Notaris Hj. Sri Dewi melakukan perbuatannya teripaB#& A. Hasibuan dengan
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maksud menguntungkan dirinya sendiri dan atau otamgdengan mengambil
keuntungan dari cek uang sebesar Rp.1.000.000€#310 (ilyar rupiah) milik
Ria A. Hasibuan.

Dari unsur-unsur tersebut jelas bahwa apa yandp wilakukan Notaris
Hj.Rahanum dan saudara Eddy Sjahrul tersebut mieanpdindak pidana
persengkongkolan dengan pihak ketiga dan penipef@ingga melanggar pasal 56
ayat (1) dan (2) dan pasal 378 Kitab Undang-Undbllugum Pidana yang
berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud menguntundkarsendiri atau orang
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama ptdsi martabat palsu,
dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian keigaim, menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadatau supaya memberi
hutang maupun menghapuskan piutang diancam kaemmpuyan dengan pidana

penjara paling lama empat tahun”.

2.9.4 Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Majelis Pengawas Dan Anggota

M aj elis Pengawas Pusat

Menurut Pendapat Sekretaris Majelis Pengawas Notantuk kasus
Penipuan yang dilakukan sesama rekan Notaris babseorang yang melakukan
profesinya tidak lepas dari kode etik profesinyang/anerupakan bagian dari
norma-norma yang harus ditaati, Notaris Firdhaledhm melakukan kerjasama
dengan Notaris Hj.Rahanum adalah pekerjaan yamadudkban diluar jabatannya
sebagai seorang Notaris, hanya sebatas pinjam-j@mioang biasa dengan
harapan mendapatkan keuntungan, tetapi dari kasugalau hanya sekedar
pinjam meminjam uang dengan harapan mendapatkamutegan kenapa tidak
dilakukan pada lembaga legal perbankan, berartinidislotaris Firdhonal
dianggap mengetahui dan bekerjasama dengan Natjaf@hanunt?

Dalam Kasus Penipuan Notaris Hj. Sri Dewi dengaenkia apabila ada
laporan masyarakat tentang pelanggaran kode etk séorang Notaris maka

Majelis Pengawas Notaris dapat menindaklanjutinggaran kode etik tersebut,

¢ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Batubara (Sekndajelis Pengawas
Notaris), diDepartemen Hukum dan Hak Asasi Mandsikakarta tanggal 1 November 2010.
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karena perilaku keseharian Notaris selain diatlandaode Etik Notaris lkatan
Notaris Indonesia juga diatur dalam UUJN yang makap kewenangan Majelis
Pengawas Notarf¥.

Menurut pendapat anggota Majelis Pengawas Pusairiblofika seorang
Notaris telah melakukan pelanggaran yang sama deguilang dan telah
mendapat teguran tetapi tetap saja melakukan pydaag tersebut atau
melakukan suatu pelanggaran yang mencoreng nankakbgd Notaris maka
tidak menutup kemungkinan untuk menjatuhkan sabksupa pemberhentian
sementara, pemberhentian dengan hormat, atau peemben dengan tidak
hormat sesuai dengan ketentauan yang diatur dagmal 85 UUJN Nomor 30
Tahun 20042

61 [11;
Ibid,.
%2 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dr.Drs.WidadgBdono, SH., M.H.
(Anggota Majelis Pengawas Notaris), di Kantor Steliiat Magister Kenotariatan Universitas
Indonesia tanggal 17 Desember 2010.
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BAB 3
PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris akan stdakat dengan kode
etik profesinya atau nilai—nilai, norma—norma seataran—aturan yang
berlaku disekitar lingkungan profesinya. Nilai—niiulah yang biasanya
tertuang dalam Kode Etik Profesi yang dibuat olehsimy—masing
kelompok profesi. Dalam kasus Notaris Firdhonal d&otaris
Hj. Rahanum, Kode Etik Notaris harusnya menjadiutan, bimbingan
pedoman moral atau kesusilaan baik selaku pribadipen selaku pejabat
umum dalam rangka pemberian pelayanan kepada na&syamaupun
dalam etika terhadap hubungan sesama rekan Nsédnisgga jika Notaris
Firdhonal dan Notaris Hj. Rahanum berperilaku depeaoman pada kode

etik tersebut dapat terhindar dari masalah sejperti

2. Dalam kasus yang melibatkan Notaris Hj. Sri Delam kliennya Ria A.
Hasibuan Notaris tersebut dalam menjalankan profasharus sesuai
dengan sumpah jabatannya yang antara lain berbtfsgorang Notaris
dalam menjalankan profesinya akan menjaga sikagkah laku dan
menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik girofeehormatan,
martabat dan bertanggung jawab”, dan menjaga naikaborang Notaris
sebagai seorang pejabat umum dan dalam memberig@yapannya
kepada masyarakat. Kode etik jangan dilupakan @diteesampingan agar
terhindar dari masalah yang dialami Hj. Sri Dewnddiennya Ria A.

Hasibuan.
3. Notaris adalah profesi terhormat, sehingga sgpiotaris dalam perliaku

keseharian dan dalam pelaksanaan jabatannya hangimung tinggi

kehormatan dan martabat jabatan. Tindakan terdalamelawan hukum
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yang dilakukan terhadap masyarakat, apalagi tephagkan sesama
notaris adalah perbuatan tidak terpuji dan bertey@a dengan Undang-
undang dan Sumpah Jabatan Notaris, dan melanggir Ktik Notaris.
Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Firdhonal ldanRahanum
berdasarkan pasal 6 ayat (1) Kode etik Notaris adal Teguran,
Peringatan, Schorsing ( pemberhentian sementara) kdmnggotaan
perkumpulan, Onzettingg (pemecatan) dari keangggarkumpulan,
Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggof@enkumpulan.
Sanksi yang dapat diberikan kepada Firdhonal danRdhanum akan
diputuskan oleh Dewan Kehormatan karena masalahg yemjadi
melibatkan rekan sesama Notaris.

Dalam Kasus Notaris dengan kliennya Putusan Maf#ngawas Pusat,
Putusan Nomor: 14/B/M|.PPN/2009ang melibatkan Notaris Hj. Sri
Dewi, SH tersebut dalam menjalankan jabatannydn telalanggar Pasal
16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Thentdabatan
Notaris dan Pasal 3 ayat (1) Kode Etik Notaris dkaNotaris Indonesia
mengenai kewajiban seorang Notaris antara lainsharamiliki moral,
akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati manjunjung tinggi
harkat dan martabat jabatan Notaris, penuh raggteng jawab dimana
selalu harus dapat mempertanggung jawabkan semdakénnya, akta
yang dibuatnya, serta bertanggung jawab terhadggeréayaan yang
diberikan kepadanya.

3.2 Saran
1. Kode Etik profesi merupakan bagian dari hukunsitfotertulis tetapi
tidak mempunyai sanksi yang keras, meskipun noronaxa Kode Etik
Notaris telah dibuat seideal mungkin tetapi tidadmmiiki upaya pemaksa
yang keras seperti pada hukum positif yang bertangding-undang. Hal
ini merupakan kelemahan Kode Etik profesi, karéketidak mempunyai

sanksi keras, maka pelanggar kode etik profesk t@rasakan akibat dari
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perbuatannya. Organisasi Notaris agar dapat leb#maksimalkan

penerapan kode etik bagi setiap anggota organigasin

Terhadap Notaris Firdhonal dan Notaris Hj. Ralmarsebaiknya dalam
menjalankan jabatannya tidak cukup hanya memil&attian bidang
hukum saja tetapi juga harus dilandasi tanggunggaunenghayati serta
senantiasa berpedoman kepada Kode Etik NotarisWatang-undang
tentang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, dimadaim

menjalankan jabatannya harus dapat menjaga etikainigan sesama
rekan Notaris, dan harus saling menjaga dan menka#armatan dan

nama baik korp Notaris atas dasar solidaritas tkap $olong menolong.

Terhadap Notaris Sri Dewi, juga sebaiknya data@mjalankan jabatannya
tidak cukup hanya memiliki keahlian bidang hukujagetapi juga harus
dilandasi tanggung jawab, menghayati serta sersantiaerpedoman
kepada Kode Etik Notaris dan Undang-undang tentiigatan Notaris
Nomor 30 Tahun 2004. Sebaiknya sanksi yang diberi®&eh Majelis

Pengawas terhadap Notaris yang melanggar aturam dighertegas lagi
karena apabila ada Notaris yang melanggar aturanhdaya mendapat
teguran saja, maka tidak menutup kemungkinan Notamsebut akan
melakukan lagi pelanggaran tersebut, sebaiknya raesaya dikenakan
sanksi yang lebih berakarena jika tidak mempunyai sanksi keras, maka
pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akdzt perbuatannya.
Malahan dia merasa seperti tidak apa-apa dan tmlEaklosa kepada

sesama manusia.
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